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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh

dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu’
(Q.S. An-Nisa Ayat 29)
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PEDOMAN TRANSLITASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang
berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya

berdasarkan kaidah berikut*:

A. Konsonan

I =tidak dilambangkan o= =dl
<« =b L =th
S =t L =dh
& =15 ¢ = °(koma menghadap keatas)
e NS ¢ =gh
e — <=

¢ =kh R =

> =d d =

3 =dz US|
o =T A
) =1 g =n
o =S s =W
Ut =gy » =h
o= =sh ¢ =

Hamzah (=) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak
di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak
dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka
dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “¢”.

B. Vocal, Panjangdan Diftong

! Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya llmiah Fakultas Syariah. Tim Dosen Fakultas
Syariah UIN Maliki Malang, Pedoman Penulisan Karya lImiah, (Malang: Fakultas Syariah UIN
Maliki, 2012), h. 73-76.
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Vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah
dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara
berikut:

Vokal (a) panjang = 4, misalnyadémenjadi gala

Vokal (i) panjang = 1, misalnya J# menjadi qf la

Vokal (u) panjang = i, misalnya &2 menjadi diina

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan
“1” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat
diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah
ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = smisalnya Js8menjadi gawlun

Diftong (ay) = ~misalnya _:amenjadi khayrun
C. Ta’Marbithah

Ta’Marbithah(s) ditransliterasikan dengant”jika berada di tengah
kalimat, tetapi apabila ta’ marbithah tersebut berada di akhir kalimat, maka
ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya 4wl L. imenjadi
al-risalah al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang
terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan
menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (J') ditulis dengan huruf kecil, kecuali
terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di
tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan
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Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus
ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut
merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah

terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.
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ABSTRAK

Achmad Choirul Anam., 13220053, 2017, Praktik Jual Beli Barang Rekondisi
Dalam Perespektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Fikih
Muamalah (Studi di Pasar Comboran Kota Malang). Skripsi, Jurusan
Hukum Bisnis Syariah, Fakutas Syariah, Universitas Islam Negeri Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,
Pembimbing: Dr. Fakhruddin, M. HI

Kata Kunci: Barang Rekondisi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Fikih

Muamalah, Khiyar Ghabn.

Jual beli merupakan cara manusia agar dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya. Dalam jual beli sering terjadi kecurangan salah satunya adalah dalam
hal penipuan kualitas barang. Di dalam syariat jual beli harus menguntungakan
satu sama lain. Praktik jual beli yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen
atas informasi barang yang tidak sesuai barang yang di jual oleh pedagang
sehingga hal ini sangat bertentangan dengan syariat. dalam jual beli seharusnya
pelaku usaha memberikan informasi yang jelas kepada konsumen dan memiliki
sifat yang jujur dalam jual beli agar dapat terwujud persaudaraan dengan sesama
muslim yang lain.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah: (1) Bagaimana praktik jual
beli barang rekondisi dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
(3) bagaimana praktik jual beli barang rekondisi dalam perspektif fikih
muamalah?

Dalam menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan penelitian
yuridis empiris. Penelitian ini mengunakan observasi di lapangan dan juga
mewawancarai penjual dan pembeli yang melakukan transaksi guna mendapatkan
data yang diperlukan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif.
Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis
deskriptif.

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Di sini pelaku usaha melangar hak dan
kewajiban yang dijelaskan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen pada
huruf a). Beriktikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya; dan b) Memberikan
informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/
atau jasa, dalam perbaikan dan pemeliharan. (2) Jual beli yang ada di pasar
comboran ini tidak sesuai dengan kaidah fikin muamalah, ada beberapa konsumen
yang mersa dirugikan dalam pembelian barang bekas khususnya barang
elektronik, karena sebagaian dari pedagang tidak berlaku jujur dalam melakukan
praktik jual beli, jual beli semacam ini bisa dilanjutkan dengan menggunakan
metode Kkhiyar.
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ABSTRACT

Anam., Achmad Choirul 13220053, 2017, The Practice of Sell and Purchase
Recondition Goods Through Consumer Protection Act and Fikih
Muamalah (Case Study in Pasar Comboran Malang). Undergraduate
Thesis. Islamic Business Law, Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri
(UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang,
Advisor: Dr. Fakhruddin, M. HI

Kata Kunci: Reconditions goods, Consumer Protection Act, Fikih

Muamalah, Khiyar Ghabn.

Sale and purchase is a people way to fulfill whatever they need of their
life. In sale and purchase often happens cheating one of them is in terms of quality
goods. Sharia tells that sale and purchase should give benefit to each other. The
practice of sale and purchase that cause losses to the consumer for information of
goods that do not match the goods sold by the trader so that this is very contrary
to the Shari'a. In the context of sale and purchase should be business actors
provide clear information to consumers and have an honest nature in the sale and
purchase in order to give solidarity to other Muslims.

The problems of study are: (1) How is practice the sale and purchase of
recondition goods in the perspective of the Consumer Protection Act? (3) How is
practice the sale and purchase of recondition goods in the perspective of fikih
muamalah?

In order to the research problems the author uses juridical empirical
research. This research uses field observations and also interviews sellers and
buyers who make transactions in order to obtain the necessary data. The approach
used in this study is qualitative method. In this research the data analysis used is
descriptive analysis method.

The results of this study are (1) Here the bus iness actor violates the rights
and obligations described in the Consumer Protection Act. a). Bonded both in
conducting business activities; and b) Provide true, clear and honest information
about the condition and guarantee of goods and / or services, in repair and
maintenance. (2) Buying and selling activities in comboran is not appropriate
according to Fikih Muamalah. There are several customers who are harmed in
buying secondhand especially in secondhand of electronic. Because some of
sellers are not being honest in selling their products. This Kind of sale activity can
be continued by using khiyar method.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang satu
sama lain saling membutuhkan sehingga tidak dapat hidup secara
induvidu. Untuk dapat menenuhi kebutuhan hidupnya maka berbagai
macam cara dilakukan. Salah satu cara tersebut adalah dengan jalan
perdagangan. Dengan cara itulah manusia mendapatkan rezki dari Allah
SWT.

Perdagangan merupakan jual beli barang yang dilakukan antara
penjual dan pembeli ditempat. Transaksi perdagangan dapat timbul jika
pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang yang
dikehendaki. Perdagangan juga merupakan kegiatan spesifik, karena di

dalamnya melibatkan kegiatan produksi dan distribusi barang. Kegiatan



perdagangan bukan merupakan suatu yang baru, sebab kegiatan ini sudah
ada sejak zaman prasejarah.?

Dengan kenaikan dolar yang terus menerus belakangan ini
memberikan dampak kanaikan harga elektronik karena harga elektronik
sangat bergantung pada nilai tukar dolar sehinga membutuhkan sebuah
pemikiran yang matang sebelum memutuskan untuk membeli sebuah
produk elektronik yang masyarakat inginkan. Perkembangan zaman saat
ini menyebabkan tuntutan manusia akan perkembanagan teknologi juga
semakin meningkat dan menyebabkan permintaan akan produk juga
semakin meningkat pesat. Dengan harga yang semakin mahal ini
masayarat yang menengah kebahwa ini menjadi sangatlah keberatan untuk
membeli barang elektronik tersebut dengan itu masyarat ini menganti
membeli barang rekondisi.

Semakin banyak praktik perdagangan barang kebutuhan
masyatakat, maka banyak pula masalah yang timbul dari praktik
perdagangan itu semakin meningkat pula tentang praktik kecurangan yang
ada di dalam transaksi tersebut di sisi lain masalah perlindungan terhadap
kepentingan konsumen. Hak dan kewajiaban yang dipikul oleh produsen
dan konsumen dalam ini yang lebih banyak memiliki kewajiban adalah
produsen.

Mengingat kewajian produsen adalah hak bagi konsumen, maka
konsumen dituntut untuk waspada terhadap perilaku produsen, apakah

produsen telah memenuhi semua kewajiban yang seharusnya dipenuhi

2 Syaifullah MS. Seluk Beluk Transaksi Perdagangan Dalam Islam, Bilancia. Vol 2. No 1
(Januari-Juni, 2008),h.1.



oleh produsen. Di samping kenyataan bahwa konsumen berasal dari
beberapa lapisan masyarakat yang tidak semuanya memiliki kemampuan
untuk melindungi kepentingannya sendiri.

Dari salah satu perdagangan barang yang dibutuhkan masyarakat
khususnya elektronik seperti: televisi, mesin cuci, kulkas/ lamari es dan
produk elektronik lainnya. Membanjirnya produk elektronik ini di daur
ulang barang elektronik ini yang dilakuk oleh pelaku usaha yang tujuanya
untuk mencari keuntungan yang sebanayak - banyaknya. Produk
elektronik daur ulang ini bahwa produk tersebut hanya kelihatan baru dari
sisi luar saja, sedankan dilihat dari komponen barang elektronik tersebut
merupakan barang lama yang diservis atau di perbaiki dan diganti cesing
dan barang tersebut namapak seperti baru. Dan dalam Praktik jual belinya
para pelaku usaha ini tidak memberikan keterangan yang jelas tentang
kondisi barang tersebut. Hal ini meninbulkan kerugian bagi konsumen
yang membeli barang elektronik ini oleh tidakan oknum pelaku usaha
yang ingin menipu terhadap konsumen.

Peneliti melihat praktik jual beli barang elektronik khususnya
barang rumah tangga seperti: mesin cuci, televisi, lemari es, kipas angain
dan lain. Sebagainya yang diperjual-beliakan dipasar Comboran ini ada
sebagai pelaku usaha yang melakukan Praktik jual belinya barang
rekondisi ada yang lakukan kecurangan dalam menganai informasi barang
atau sepesifikasi barang yang akan di perjual-belikan kepada konsumen

yang akan membeli di sisi lain juga pelaku usaha banyak melakuan

¥ Husni Syawali dan Neni sri Imaniyati,Hukum Perlindungan Konsumen,(Bandung: Mandar Maju,
2000), h43



pelangaran tentang hak dan kuwajiban yang tertera dalam Undang-undang
pelindungan konsumen salah satunya terdapat pelangaran di sisi asas
pelindungan konsumen yakni terdapat asas keamana dan keselamatan
konsumen dan tidak menutup kemungkinan melebar dengan asas — asas
yang lainya asas ini sebagai landasan yang dalam penelitian ini dalam asas
keamana dan keselamtan konsumen ini merupakan termasuk dalam praktik
jual beli barang rekondisi dalam hal asas tersebut lebih mengutukn satu
sama lain.

Praktik jual beli dalam konsep mu’amalah (ekonomi Islam) bentu
perdagangan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan manusia telah ada
semenjak manusia itu ada, jual beli aupun kegiatan mu’amalah yang
berkembang sesuai dengan perkemangan budaya manusia akhirnya
timubul pikiran — pikiran untuk menepkan kaidah — kaidah dasar tentang
mu’amalah.’

Di dalam bermuamalah Islam mengajurkan untuk mengatur
muamualah di antara sesama manusia atas dasr amanah jujur, adil, dan
memberikan kemerdekaan bermuamalah serta jelas — jelas bebeas dari
unsur ribah. Oleh sebab itu agama Islam mengatatur seluruh tata
kehidupan termasuk muamalah seperti pelaksanan perekonomi yang
terjadi di masyarakat sepert jual beli, khiyar dan riba.

Praktik jual beli barang rekondisi di sini produk yang di perjual
belikan ada yang tidak memberikan informasi yang tepat dalam

memberikan sepeksifikasi barang ini dalam hal ini konsumen atau pembali

* Mahmud Muhammad Bablily, Etika Berbisnis” Studi Kajian Konsep Perekonomian Menurut
Alquran Dan As Sunnah” (Solo:Ramadhani, 1990), h. 15.



barang mersa dirugikan atas produk yang dijual oleh pelaku usaha dalam
hal ini melangar jual beli dengan penipuan dalam Al Quran didasarka
kepada ayat —ayat yang elarang memakan harta orang lain dengan cara

batil sebagaimana tersebut dalam firmannya:
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“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian
yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah)
kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu
dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu

dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.>”
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah
adalah Maha Penyayang kepadamu®”

Dalam hal ini bentuk dari mu’ amalah yang syari’at Islam adalam

jual beli yang merupakan salah satu bentuk ibada dalam mencari rizeki

*Al-Qur’an dan Terjemahan,(Jakarata: Darus Sunnah,2007), QS. Al Bagarah (2): h 188
® Al-Qur’ana dan Terjemahan, QS. An Nisa (4): h 29.



untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terlepas dari hubungan sosial. Jual
beli yang sesuai syari’at dan tidak ada unsur penipuan dan lainsebagimana
oleh orang khususnya kedua belah pihak yang bersengketa dalam jual beli
agar lebih mengutungkan satu sama lain dalam hal ini penelitian Praktik
jual belinya melihat ada kerugian dari konsumen yang tidak di beri
tahukan informasi yang pas tentang bagaimana tentang keadan barang
tersebut tidakan oknum pelaku usaha ini melangar tentang penipuan dan
dalam mu’ amalah ini termasuk tidak di perbolehkan Praktik jual beli ini
tidak kemukinan dalam hal ini perdagangan yang memapalsukan
dagangannya hal ini di atur dalam khiyar sebagai landasan dalam
penalitian dalam mu’amalah tidak kemungkinan melebar dari khyara yang
lain dan Mu’amalah yang lainya.
B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparakan di atas,
terhadap beberapa hal yang menjadi pokok permasalah dalam penelitian
ini. Antara lain:
1. Bagaimana Praktik jual beli barang rekondisi dalam perspektif undang

— undang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana praktik jual beli barang rekondisi dalam perspektif fikih
muamalah?
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang tertuang dalam rumusan

masalah sebagai mana di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai

berikut:



1. Untuk mengetahui praktik jual beli barang rekondisi dalam persektif
undang — undang perlindungan konsumen yang terjadi di Pasar
Comboran Kota Malang

2. Untuk mengetahui praktik jual beli barang rekondisi dalam perspektif
fikih muamalah yang terjadi di pasar Comboran Kota Malang

D. Manfaat Penlitian

1. Manfaat teoritis

a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengetahuan ilmu
penegtahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum perlindungan
konsumen dan mengenai fikih muamalah.

b. Dapat dijadikan acuan awal dan bahan pertimbangan bagi pembaca
untuk mengaji ilmu hukum lebih lanjut terutama dalam bidang
konsep fikih mumalah maupun hukum perlindunggan konsumen.

2. Manfaat praktis
a. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat tentang perlindungan

hukum dalam praktik jual beli bareng rekondisi sehingga
masyarakat dapat memberikan barang tersebut dengan aman dan
tidak ada kesalahan pehaman dalam prektik jual beli barang
rekondisi ini.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan atas judul penelitian. Ada

beberapa istilah yang menurut penlitian perlu didefinisikan guna menghidari

terjadinya kekeliruan dalam memahami penelitian ini, yaitu:



1. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang
mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua pihak, yang satu
menerima benda — benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan
perjanjian atau ketentauan yang telah dibenerkan syara’ dan di sepakati.7

2. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga orang lain
maupun makhluk hidup lain dan tidak unik diperdangangkan.®

3. Barang rekondisi adalah barang bekas yang diperbarui dan pengkondisian
ulang dengan sedikit perbaikan, sehingga mendekati kualitas baru untuk
kemudian dibuat dus dan lebel baru. Produk ini tidak memenuhi standat
kualitas, atau cacat produk. Kemudian produk ini dijual lagi di pasar
dengan harga yang jauh lebih murah bahkan dapat mencapai 30 % dari
harga aslinya. Garansi yang diberikan lebih pendek jangka waktu
dibandingkan dengan barang aslinya.’

4. Fikih Muamalah adalah hukum — hukum yang berkaitan dengan tidakan
manusia dalam persoalan keduniaan,atau peraturan-peraturan allahyang
harus diikuti dan ditaati dalam idupan masyarakat untuk menjaga
kepentingan manusia.'

5. Khiyar Ghabn adalah pembeli berhak untuk menruskan atau membatalkan
akad karena penjual memberi keterangan yang salah mengenai kualitas

benda yang di jualnya.

" Hendi Suhendi,Fikih Muamalah,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 68-69

® Lembaga Negara Republik indonesia Tahun 1999 Nomor 42, pasal 1

9 “Pengertian Barang Refurbish rekondisi, dan tray”
http://damarshare.blogspot.com/2012/05/penegrtian-barang-refurbish-rekondisi.html. Diakses
tanggal 5 April 2017

19 Abdual Majid, Pokok-Pokok Fikih Muamalah dan Hukum kebendaan dalam Islam,,(Bandung
IAIN Sunan Gunung Djati,1986) h 1


http://damarshare.blogspot.com/2012/05/penegrtian-barang-refurbish-rekondisi.html

F. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini di bagi menjadi
lima bab, yang rincianya adalah sebagai berikut:

Bab pertama Pendahuluan Pada Bab ini membahas mengenai alasan
atau latar belakang diadakanya penelitian iniyaitu Praktik jual beli barang
rekondisi dalam perspektif undang — undang perlindungan konsumen dan fikih
muamalah, studi di Pasar Comboran Kota Malang. Bab ini juga memuat
tentang perumusan masalah,tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab kedua ini akan diuraikan teori-teori yang mendasari analisis
maslah yang berkaitan dengan Praktik jual beli barang rekondisi dalam
Perspektif Undang — undang Perlindungan Konsumen dan fikih muamalah,
Studi Di Pasar Comboran Kota Malang. Teori —teori lebih banyak diambil dari
literatur yang berhubungna dengan permasalahan yang akan menjadi landasan
dalam menganalisis data. Bab ini juga memuat tentang penelitian terdahulu.

Bab ketiga Metode penelitian Memuat mengenai metode penelitian
yang berisi penggambaran atau deskripsi yang lebih rinci mengenai paradigma
penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, bentuk, jenis, dan sumber
data, teknik penggalian data, teknik analisis data, teknik uji kesahihan data dan
sistematika penulisan.

Bab kempat Paparan data, Pembahasan analisis data yang di dapatkan
dilapangan Bab ini berisi tentang Praktik jual beli barang rekondis dalam
perspektif Undang - undang perlindungan konsumen dan fikih muamalah.

Bab kelima Penutup Bagian ini merupakan bab penutup yang berisi

kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan Kristalisasi penelitian dan



pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran nantinya akan
didasarkan pada pengambilan kesimpulan yang telah dibuat. Dengan demikian
antara kesimpulan dan saran terdapat suatu hubungan yang saling mendukung

satu sama lain.
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BAB I1
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian digunakan oleh peneliti untuk membandingkan fokus
penelitian yang akan diteliti dan sudah diteliti oleh orang lain dari segi
subtansinya, sehingga penelitian tidak mengutip otang lain selain itu
penelitian terdahulu lebih dalam dan berbeda penelitian sebelumnya.

Ada sejumlah penelitian yang mengangkat tentang barang
rekondisi misalanya, penelitian yang dilakukan Anggara Andriansyah
Pradipta (2014) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Tinjuan hukum Islam Terhadap Jual beli Barang Rekondisi di Desa
Sidiharjo Dusun Tumpak Kecamatan Gedeg Kabutapen Mojokerto”
penelitian ini mengungkapakan isu tentang jual beli barang rekondisi di

dusun tumpak mojokerto.
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Penelitian ini mengunakan metode penelitaian Kkualitatif secara
empiris dengan pendekata deskriptif. Penelitian yang dilakuakn dengan
lansung terjuan kelapangan, interviw/wawancara, observasi dan dokumen
adalah pengumpulan data yang di lakukan di tempat dusun gedeg. Dan
hasil penelitaian ini penjual di bekel mejual barang rekondisi ini yang di
jual dalam hukum Islam jika terjadi sesuatu maka barang onderdel yang di
jual maka tidak di berbolehkan jika terjadi wanprestasi.™*

Isma wahyu fadila (2015) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya “ Analisis Hukum Islam Pada Jual Beli Handphon rusak di pasar
Wonokromo” penelitian ini mengunkan isu-isu yang ada di lapangan
tentang bagaimana transaksi jual beli Hendpon rusak yang diperjual
belikan di pasar wonokromo Surabaya.

Dalam hal ini penelitaian ini mengunakan metode penelitaian
kualitatif secara empiris dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang
dilakukan dengan cara lasung terjun ke lapangan, interviw/ wewancara ,
observasi, dan dokumen adalah pengumpulan data yang dilakukan
ditempat transaksi. Dalam Skripsi ini lebih menjelaskan kepada transaksi
jual beli dalm kondisi pemebeli dianjurkan untuk membayara barang yang
dibeli dahulu baru bisa dimanfaatkan. Analis yang dipakai adalah dengan
menguakan hukum Islam.*?

Abd Basith Junaidy (2015) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya berjudul “Analisis maslaha mursalah terhadap Praktik jual beli

" Anggara Andriansyah Pradipta, Tinjuan hukum Islam Terhadap Jual beli Barang Rekondisi di
Desa Sidiharjo Dusun Tumpak Kecamatan Gedeg Kabutapen Mojokerto, (Surabaya: Universitas
Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2014)

12 |sma wahyu fadila, Analisis Hukum Islam Pada Jual Beli Handphon rusak di pasar
Wonokromo., (Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2015)
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onderdil truk bekas secara borongan di pasar loak Surabaya” penelitian ini
mengambil Praktik jual beli yang tidak jujur dan isu-isu yang ada
dilapangan tentang Praktik jual beli onderdil truk bekas dengan cara
diborong yang terjadi di pasar loak Surabaya

Dalam hal ini penelitaian ini mengunakan metode penelitaian
kualitatif secara empiris dengan pendekatan deskriptif. Penelitian yang
dilakukan dengan cara lansung terjun ke lapangan, interviw/ wewancara ,
observasi, dan dokumen adalah pengumpulan data yang dilakukan
ditempat Praktik jual beli di pasar loak. Dalam Skripsi ini lebih
menjelaskan kepada transaksi jual beli onderdil truk bekas secara
borongan dalam penelitian ini analisis yang di gunakan dengan cara

maslaha mursalah®®

3 Abd Basith Junaidy, Analisis maslaha mursalah terhadap Praktik jual beli onderdil truk bekas
secara borongan di pasar loak Surabaya,(Surabaya: Surabaya, Universitas Islam Negeri Sunan
Ampel Surabaya,2015)
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Tabel Persaman Dan Perbedaan

Ampel Surabaya

rusak/atau barang

rekondisi

No | NAMA/Identitas Judul skripsi Persaman Perbedaan

1. Anggara Tinjuan hukum Islam Terhadap | Dalam hal ini | Dalam hal ini perbedannya da¥i
Andriansyah Jual beli Barang Rekondisi di | sama-sama dalam hal ini saya meneliti dalam
Pradipta (2015) | Desa Sidiharjo Dusun Tumpak | meneliti  barang | fikih muamalah dan UU No &
Universitas  Islam | Kecamatan Gedeg Kabutapen | rekondisi tentang perlindungan konsumen
Negeri Sunan | Mojokerto
Ampel

2. Isma wahyu fadila | “ Analisis Hukum Islam Pada | Dalam hal ini | Dalam hal ini penelitian saya
(2015) Universitas | Jual Beli Handphon rusak di | sama-sama mengunakan analisis dengan fikih
Islam Negeri Sunan | pasar Wonokromo” meneliti  barang | muamalah dan UU perlindungan

konsumen
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Abd Basith Junaidy
(2015) Universitas
Islam Negeri Sunan

Ampel Surabaya

“Analisis maslaha mursalah

terhadap Praktik jual beli

onderdil truk bekas secara

borongan di pasar loak

Surabaya”

Dalam hal ini
sama-sama
meneliti  tentang
barang
rusak/barang

rekondisi

Dalam hal ini penelitian saya
mengunakan analisis dengan fikih
muamalah dan UU perlindungan

konsumen.
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B. Kerangka Teori
1. Praktik Jual Beli Barang Rekondisi Tinjauan Umum Pelindungan

Konsumen

a. Pengertian Barang Rekondisi

Barang rekondisi adalah barang seken yang di 'sulap’ dengan sedikit
perbaikan dan 'make up' sehingga terlihat baru untuk kemudian dibuat dus dan
label. Lalu dengan garansi yang diberikan, harga bisa jauh diatas harga baru. ™.
Produk ini tidak memenuhi standat kualitas, atau cacat produk. Kemudian
produk ini di jual lagi di pasar dengan harga yang jauh lebih murah bahkan
dapat mencapai 30 % dari harga aslinya. Garansi yang diberikan lebih
pendek jangka waktu dibandingkan dengan barang aslinya.

Dalam hal ini barang rekondisi ini semakin marak dalam melakukan
jual beli barang rekondisi ini semaki tinggi dalam hal ini praktik
transaksaksi ini dalam hukum konvensonal ini di atur dalam melakukan
perlindungan konsumen tentang bagaimana tentang transaksi maupu praktik

jual beli tentan pelaku usaha maupun konsumen dan barangnya diatur pula.

b. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk
menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada
konsumen dari kerugian atas pengunan produksi barang dan/atas jasa.
Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah

segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi

' https://ibnupratama.blogspot.co.id/2010/03/apa-sih-maksudnya-istilah-refurbish.html,.diakses
taggal 27 september 2017
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perlindungan kepada konsumen.™ Sedangkan yang dimakasud konsumen
adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam
masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun
makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Meskipun perlindungan ini di peruntukan bagi konsumen, namun
bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak mendapatkan perhatian.
Karena begaimanapun, untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang
sehat kondusif, keberadan pelaku usaha sebagai produsen barang jasa juga
harus mendapatkan perlakuan adil dengan memposisikan sebagai mitra
konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang
tumbul dari suatu perilaku untuk mencapai hakekat kemaslahatannya.*®
1). Pengertian jual beli dalam perlindungan konsumen tidak menyebutkan
secara tersurat definisi mengenai jual beli hukum perlindungan hanya
menjelaskan siap saja subyek yang terlibat dalam jual beli dan juga obyek
apa yang ada dalam jual beli.

2). Asas dan Tujuan perlindungan konsumen untuk dapat menegakkan
hukum perlindungan konsumen, perlu diberilakukan asas-asas yang
berfungsi sebagai lanadasan penetapan hukum pengaturan mengenai asas-
asas atau prinsip — prinsip yang berlaku dalam hukum perlindungan
konsumen dirumuskan dalm peraturan perundang-undangan yang

menyatakan bahwa: perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,

15 pasal 1 angka (1) Undang — undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
'8 Burhanuddin S.Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal,( Malang UIN-
Maliki Press.2011), h 2
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keseimbanga, keamanan, dan keselamatan konsumen serta partisipasi
hukum.*’

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai asas perlindungan adalah
sebagai berikut:

1) Asas Manfaat dimaksudkan untuk mengamatkan bahwa segala upaya
dalam penyelengaran perlindungan konsumen harus memberikan
manfaat sebesar besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku
usaha secara keseluruahan.

2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat
diwujutkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada
konsumen peleku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan
kewajiban secara adil.

3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan
antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam
arti materiil ataupun spiritaual.

4) Asas keamana dan kesimbangan konsuemen dimaksudkan untuk
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada
konsumen dalam penggunan, pemakaian dan permanfaatan barang
dan/jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar baik pelaku usha maupun
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam
penyelenggaran perlindungan konsumen, serta negara menjamin

kepastian hukum.*®

" Burhanuddin S. Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal., h 4
18 pasal 2 angka (1) Undang — undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
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Salah satu untuk penting dalam kegiatan usaha ekonomi dan bisnis
adalah keberadan konsumen. Hampir semua orang yang tela menggunakan
produk barang dan/ jasa yang beredar dimasyarakat (pasaran) dapat
dikategorikan sebagai konsumen. Begitau besarnya jumlah konsumen yang
menggantungkan kebutuhannya pada suatau produk yang beredar di
masyarakat, menyebabkan keberadaanya perlu mendapat perlindungan.

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatannya adalah untuk
mencapai maslahat dari hasil transaksi ekonomi/ bisnis. Pengertian maslahat
dalam kegiatan ekonomi/bisnis adalah perpaduan antara pencapaian
keuntungan dan berkah.19 Keuntungan diperboleh apablila kegiatan usaha
memberikan nilai tam bahan dari aspek ekonomi, sedangkan berkah
diperoleh apabila ketika usaha dilakukan dengan niat ibada sesuai prinsip-
prinsio syariah.

Karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, diperlakuakan kesadaran
dari para pelaku usaha untuk selalu mengedepankan perbuatan yang tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan peraturan lainya yang

berlaku sacara yuridis formal.?°

c. Subyek Jual Beli Pelindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen terbentuk dari pola hubungan antara
beberapa unsur atama yang terkait di dalamnya. Hubungan tersebut tercipta
dari suatu perikatan bisnis yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum
pelindungan konsumen, pengertian akibat hukum tidak hanya berhenti

setelah terjadinya kesepakatan para pihak , melainkan perlu ditindak lanjuti

19 Tim P3EI Unerversitas Islam Indonesia, Ekonomi Islam( jakarta : Rajawali Pres, 2008 ), h 135
20 Byrhanuddin S. Pemikiran Hukum., h 6

19



hingga pasca terjadinya kesepakatan tersebut. Artinya, meskipun perilaku
bisnis telah dinyatakan selesai, namun pihak konsumen tetap berhak
mendapatkan perlindungan hukum atas penggunan barang dan/atau jasa
yang disediakan produsen. Adapuan yang dimaksud para pihak dalam
hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut:
1) Konsumen

Dalam tranaskasi ekonomi disebut konsumen karena seseorang atau
badan hukum menggunakan suatu produk barang dan/atau jasa untuk
memenuhi kebutuannya dengan kata lain, konsumen adalah setiap orang,
kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jas karena
adanya hak yang sah, baik dipakai untuk pemakaian akhir maupuan proses
produkasi.?* Sedangkan menurut undang — undang yang dimaksud
konsumen adalah: “ Setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang
tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga,
orang lain maupuan makhluk hidup laindan tidak untuk diperdagangkan. »22
2) Pelaku usaha

Pelaku usaha pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh
keberhasilan di bidang sector riil. Untuk mencapai keberhasilan di sektor
riil, di perlukan pemberdayaan usaha ekonomi yang melibatkan pelaku
usaha. Menurut undang — undang perlindungan konsumen, pelaku usaha
adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum maupun bukan badan
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam

wilaya hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama

2! Muhamad dan Alimin, Etika Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam (Yogyakarta:
BPFE UGM, 2004), h 129 - 130
22 pasal 1 angka 2 Undang — undang No 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen.
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sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai
bidang ekonomi.?®
3) Barang dan/atau jasa
Dalam kegiatan bisnis suatu yang dijadiakan sebagai objek perikatan
secara umum selalu terkait dengan pemenuhan barang dan/atau jasa. Namun
agar dapat menjadi objek perikatan barang dan/atau jasa harus memenuhi
syarat syar’i untuk mencegah keharaman, baik ditinjau syarat,
sesungguhnya yang halal dan haram itu sudah jelas hukumnya, namun
diantara keduannya masih ada perkara meraguakan sehingga perlu dijauhi
oleh konsumen agar tidak terjerumus di dalamnya.
a) Hak dan Kewajiaban konsumen dengan pelaku usaha
Undang — undang tentang pelindungan konsumen tidak hanya
mencantumkan hak-hak dan kewajiban dari konsumen malainkan juaga
hak-hak dan kewajiaban dari pelaku usaha. Namun, hak yang diberikan
kepada konsumen (yang diatur dalam pasal 4) lebih banyak dibandingkan
dengan hak pelaku usaha ( yang diatur di pasar 6) dan kewajian pelaku
usaha ( dalam pasal 7) lebih banyak dari kewajiaban konsumen dari yang
termuat dalam pasal 5.
b) Hak dan kewajiban konsumen
Hak —hak konsumen melalui undang — undang merupakan bagian
dari implemtasi sebagai suatu negara kesejahteraan, karena Undang —
undang Dasar 1945 disamping sebagai konstitusi , karena Undang —

undang Dasar 1945 disamping sebagai konstitusi politik juga dapat disebut

% pasal 1 angka 3 Undang — undang No 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen.
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konstitusi ekonomi, yaitu konstitusi yang mengandung ide negara
kesejahteraan yang tumbuh berkembang karena pengaruh sosoalisme sejak
abad sembilan belas. Melalui Undang — undang No. 8 Tahun 199 tentang
perlindungan konsumen menetapkan 9 hak konsumen Melalui Undang —
undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menetapkan 9
hak konsumen yaitu:

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa; Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta
mendapatkan barang dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan
kondisi serta jamiana yang dijanjikan; Hak atas informasi yang benar, jelas
dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa; Hak untuk
didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan/ atau jasa yang
digunakan; Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen
secara patut; Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan
konsumen; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif; Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi
dan/ atau pengantian ,apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; Hak — hak yang
diatur dalam ketentuan peraturan perundangan — undangan lainya.”*
Selanjutnya masing — masing hak tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi
barang dan/atau jasa Hak atas keaman dan keselamatan ini maksudkan

untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan

' Lembaga Negara Republik Indonesia No 8 Tahun1999 Nomor 42, pasal 4
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barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar
dari kerugian ( fisik maupun piskis) apabila mengonsumsi suatu produksi;
Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan barang dan/ atau
jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jamiana yang
dijanjikan; Hak untuk memiliki dimaksudkan untuk memberikan
kebebasan kepada konsumen untuk memiliki produk-produk tertentu
sesuai dengan kebutuhannya, tanpa ada tekanan dari pihak luar.

Berdasarkan hak memilih ini konsumen berhak memutusan untuk
membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk
memilih baik kualitas maupun kualitas jenis produkyang dipilihnya. Hak
atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan
barang dan/ atau jasa hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak
memadainya informasi yang disampingkan kepada konsumen ini dapat
juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan
cacat instruktur atau cacat karean informasi yang tidak memadai. Hak atas
informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat
memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan
informasi tersebut,konsumen dapat memilih produk yang diinginkan
/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam
penggunan produk.

Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang dan/
atau jasa yang digunakan hak untuk didengar ini merupakan hak dari
konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut, atau hak untuk menghindarkan

diri kerugian. Hak ini dapat berupa pertanyaan tentang berbagai hal yang
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berkaitan dengan produk — produk tenetang berbagai hal yang diperoleh
tentang produk tersebut kurang memadai, ataukah berupa pengaduan atas
adanya kerugian yang berupa pernyataan/ pendapat tentang suatu
kebijakan pemerinta yang berkaitan dengan kepentingan konsumen.

Hak ini dapat disampikan baik secara perorangan, maupun secara
kolektif, baik yang disampaikan secara lansung maupun oleh suatu
lembaga tertentu. Hak konsumen mendapatkan advokasi, perlindungan dan
uapaya peneyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hal
ini merupakan salah satu hak konsumen untuk mendapatkan keadilan.
Sebab dengan adanya hak ini, konsumen akan mendapatkan perlindungan
hukum yang efektif dalam rangka mengamankan impelementasi ketentuan
perlindungan konsumen dan menjamin keadilan sosial saran untuk
mencapai hak ini dapat di lakukan dengan dua cara.”® Melalui konsultasi
hukum, baik yang dilakukan oleh organisasi konsumen atau instansi
pemerintahan yang mengurus perlindungan konsumen, dan melalui
mekanisme tuntutan hukum sacara kolektif.

Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
definisi hak ini adalah konsumen harus berpendidikan secukupnya. Hal ini
dimaksudkan agar konsumen dapat memenuhi peranannya sebagai peserta
atau pelaku usaha baik melalui kurikulum dalam pendidikan formal
maupun pendidikan informal; Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara
benar dan jujur serta tidak diskriminatif penjelasan pasal 4 huruf g

Undang-Undangan perlindungan konsumen disebutkan hak untuk

2> Sudaryotmo,Hukum dan Advokasi Konsumen, (Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1999), h 23-

24,

24



diperlakukan atas dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
berdasarkan suku, agama, budaya, budaya, daerah, pendidikan, kaya
miskin dan status sosialnya.

Hak untuk mendapatkan konpensasi, ganti rugi dan/ atau
pengantian , apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan
keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang akibat adanya
penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapah konsumen.
Hak ini sangat terkait dengan penggunan produk yang telah merugikan
konsumen baik yang berupa kerugian materi, amaupun kerugian yang
menyakut diri konsumen untuk merealisasikan hak ini tentu saja harus
melalui prosedur tertentu, baik yang diselesasikan secara damai, maupun
diselesaikan di pengadilan.

Hak — hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan —
undangan lainya. Dicatumkanya hak ini maka semakin mempertegas
bahwa, yang pertama adalah Undang-undang perlindungan konsumen
adalah undang — undang payung, maksudnya cakupan materi yang diatur
sangat luas, sehingga diharapkan undang-undang lain yang berkaitan tidak
bertentangan dengan undang — undang perlindungan konsumen dan kedua
Hak konsumen dalam undang — undang perlindungan konsumen tidak

bersiafat statis melainkan dinamis, maksudnya dimukinkan adanya hak
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konsumen tambahan sesuai dengan tipikal sektor masing -masing.
Konsumen walaupun kedudukan sederajat.”®
Adapu mengenai kewajiaban konsuemn dijelaskan dalam pasal 5, yakni:
a) Membaca dan mengikuti informasi dan produksi pemakaian atau
pemeliharan barang dan/atau jasa, demi keaman dan keselamatan;
b) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pemebelian barang dan/atau
jasa;
c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
d) Mengikuti upaya peneyelesaian hukum sengekta pelindungan
konsumen secara patut.?’

Adanya kewajiban konsumen mebaca atau mengikuti petunjuk
informasi dan prosedur pemakaian pemanfaatan barang dan/atau jasa demi
keamana dan keselamatan, merupakan hal penting mendapat pengaturan.

Kewajiban konsumen beiktikad baik hanya bertujuan pada
transaksipembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan
karena bagi konsumen, kemukinan untuk dapat merugikan perodusen.
Berbeda dengan pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi
konsumen dimulai sejak barang direncanakan/diproduksi oleh produsen
(pelaku usaha).?®

Kewajiban konsumen membayar sesuai dengan nilai tukat yang
disepakati sengan pelaku usaha, adalah hal yang sudah bisa dan sudah

semestinya demikian, kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan

%6 Shidarta,Hukum perlindungan Konsumen Indonesia, (Jakarta: Grasindo,2006), h 22.

%" Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, pasal 5.

%8 Kewajiaban Pelaku Usaha beriktikat baik, sepenuhnya diuraikan dalam telah terhadap ketentuan
pasal 7 UUPK.
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lebih lanjut adalah kewajiabn konsumen mengikuti upaya penyelesaian

sengketa hukum perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini

dianggap baru sebab sebelumnya di undang UUPK hampir tidak dirasakan
adanya kewajiban secara khusus seperti perkara perdata dan kasusu pidana
terdakwa/ tersangka lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian dan

/ atau kejaksaan.?

Hak dan Kewajiban pelaku usaha untuk menciptakan kenyaman
berusaha bagi para pelaku usaha dan keseimbangan kepada atas hak — hak
yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha di berikan hak
sebagaimana diatur pada pasal 6 UUPK. Hak pelaku usaha adalah:

a) Hak untuk menerima pembanyaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang di
perdagangkan;

b) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen
yang beriktikat baik;

c) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam
peneyelesaian hukum sengketa konsumen;

d) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum
bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang/atau jasa
yang di perdagangkan;

e) Hak — hak yang diatur dalam ketentuan perturan — perundang lainya.*

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai dengan

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan,

2 Jerry J. Phillips, Products Liability,( Paul Minnesota: West Publishing Campany, 1993), h 217
% | embaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, pasal 6.
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menunjukan lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang di
berikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang
berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama. Dalam
praktik yang bisa terjadi suatu barang yang lebih murah. Dengan demikian
yang di pentingak dalam hal ini adalah harga yang wajar.

Menyangkut hak pelaku usaha yang tersebut pada huruf b,c, dan d
sesungguhnya merupakan hak - hak yang lebih banyak berhubungan
dengan pihak aparat pemerintahan dan/ atau badan penyelesaian sengketa
konsumen/Pengadian dalam tugas melakukan penyelesaian sengketa.
Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak
mengabaikan kepentingan pelaku usaha. Kewajiban konsumen dan hak-
hak pelaku usaha uah disebabkan pada huruf b,c, dan d tersebut adalah
kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa sebagiman
diuraikan sebalumyan.®!

Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah
disebutkan pada uraian terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan
kewajiban — kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 7 UUPK:

a) Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi
dan jaminan barang dan/ atau jasa, serta memberikan penjelasan
penggunan, perbaikan dan pemeliharan;

¢) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur,serta

tidak dikriminatif;

31 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo,Hukum Perlindungan Konsumen(Jakarta:PT Raja Grafindo
Persada, 2004), h. 9.
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d) Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan / atau
jasa yang berlaku;

e) Memberi kesempatan kepadakonsumen untuk menguji dan /atau
mencoba barang dan/ atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan /
atau garansi atas barang yang dibuat dan / atau diperdagangkan;

f) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau jasa penggantian apabila
barang dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai
dengan perjanjian.*

Kewajiban pelaku usaha beriktikad baik dalam melakukan kegiatan
usaha merupakn salah satu asas yang dikenal dalam hukum jaminan
ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam pasal 1338 ayat (3)
KUHPerdata. Bahwa perjanjian harus diakukan dengan iktikad baik.
Begitu pentingnaya iktikad baik tersebut, sehingga dalam perjanjian antara
para pihak, kedua belah pihak harus mempunyai iktikad baik.** Dalam
UUPK pelaku usaha di wajibkan beriktikad baik dalam melakukan
kegiatan usahannya, sedangkan bagi konsumen, diwajibkan beriktikad
baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan / atau jasa.

Dalam UUPK tampak bahwa iktikad baik lebih ditekankan kepada
pelaku usaha, karena meliputi semua tahapan dalam melakukan kegiatan
usahanya, sehingga dapat diartikan kewajiban pelaku usaha untuk
beriktikad baik dimulai sejak barang dirancang/diproduksi sampai pada

tahap purna penjualan, sebaliknya konsumen hamya wajibkan beriktikad

%2 _Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, pasal 7.
%% Abdul Halim Barkatulah,. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Kajian Teoritis dan
Perkembangan Pemikiran(Banjarmasin: FH Unalam Press, 2008), h 38.
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baik dalam melakukan transaksi pembelian barang/atau jasa. Hal ini tentu
saja disebabkan karena kemungkinan terjadinya bagi konsumen dimulai
sejak barang di rancang / diprodiksi oleh produsen (pelaku usaha),
sedangkan bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan
produksen mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen.

Bersumber dari adanya ikiktikad baik dari pelaku usaha, maka
pelaku usaha akan melakukan kewajiabn-kewajiban yang lainnya, seperti
memberikan informasi yang benar, jelas, jujur memberlakukan atau
melayani konsumen dengan benar, menjamin mutu barang/atau jasa yang
diproduksi, dan lain sebagainya.

Jika baik — baik, jelas bahwa keawajiban — kewajiban tersebut

merupakan menifestasi hak konsumen dalam sisi lain yang “ ditergetkan”

13 (13

umtuk menciptakan “ budaya “ tanggung jawab, pada diri para pelaku

usaha.®*

d. Larangan bagi pelaku usaha
Pasal 8 UUPK mengatur larangan tersebut meliputi kegiatan:
1) Pelaku usaha dilarang meproduksi dan / atau memperdagangkan dan /
atau jasa yang:
a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah
dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau

etiket barang tersebut;

3 Abdul Halim Barkatulah,. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Kajian Teoritis dan
Perkembangan Pemikiran, h 39
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c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah
dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

d) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau
keterangan barang dan/atau jasa tersebut,

e) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses
pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana
dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa
tersebut;

f) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket,
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa
tersebut;

g) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tersebut;

h) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana
pernyataan "halal” yang dicantumkan dalam label;

i) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang
memuat nama barang, ukuran, berat / isi bersih atau netto,
komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan,
nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk
penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;*

J) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan

barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan

% pasal 8 ayat 1 Undang — undang No 8 Tahun 1999 tantang Perlindungan Konsumen
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perundang-undangan yang berlaku. Secara garis besar larangan
yang dikenakan dalam pasal 8 Undang — undang tersebut dapat
kiata bagi ke dalam dua larangan pokok, yaitu:

2) Larangan mengenai produk itu sendiri, yang tidak memnuhi syariat
dan standar yang layak untuk dipergunakan atau pekai atau
dimanfaatkan oleh konsumen;

3) Larangan menegnai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak
akurat yang meyesatkan konsumen.

Larangan meneganai kelayakan produk, baik itu berupa barang
dan/atau jasa pada dasarnya berhubungan erat dengan karakteristik dan
sifat dari barang dan/atau jasa yang di perdagangkan tersebut. Kelayakan
produk tersebut merupaka stadat minimum yang harus dimiliki barang
dan/atau jasa tersebut diperdagangkan untuk dikonsumsi oleh masyaakat
luas, informasi menjadi suatu hal yang penting bagi konsumen demikian
tidak hanya dari pelaku usaha semat-mata melainka juga dari beberapa
sumber lainya yag dapat di percaya serta dipertanggung jawabkan
sehingga pada akhirnya konsumen tidak dirugikan,dengan membeli barang
dan/atau jasa yang sebenarnya tidak layak untuk di perdagangkan.*

Informasi merupakan hal penting bagi konsumen, karena melalui
informasi tersebut informasi tersebut konsumen dapat mempergunakan
hak pilihnya secara benar. Hak untuk memilih tersebut merupakan hak
dasar yang tidak dapat dihapuskan oleh siapa pun juga. Dengan

mempergunkan hak pilihan tersebut, konsumen dapat menentukan ““ cocok

% Az. Nasution,Konsuemen dan Hukum : Tinjuan sosial ekonomi dan Hukum pada Perlindungan
Konsuemen Indonesia (Jakarata: Pustaka Sinar Harapan,1995) h. 64
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tidaknya” barang dan/jasa yang ditawarkan /diperdagangkan tersebut
dengan “kebutuhan “ dengan “kebutuha” dari masing-masing konsumen.

Selain dari persyaratan stadar mengenai produk, yang relatif baku
dan cenderung berlaku universal untuk suatu jenis barang dan/atau jasa
tentu, adakalanya suatu barang dan/atau jasa tertentu dari jenis tertentu
“mengklaim” adanya keitimewan tertentu dari produk barang atau jasa
tersebut. Para peleku usaha yang menghasilkan atau memperdagangkan
barang dan/atau jasa tersebut harus meberikan informasi yang sebenar-
benarnya.

Undang — undang juga mengakui adanya jenis — jenis transaksi
perdagangan khususnya dengan cara lelang, jual beli barang dan/atau
penawaran dengan hadiah, atau penjualan barang dan /atau jasa-jasa yang
tidak berada dalam “kondisi sempurna”. Untuk hal-hal yang demikian,
informasi menjadi lebih relevan lagi para pelaku usaha yang tidak
memberikan informasi yang benar, akurat, relevan, dapat dipercaya, serta
maupun yang menyesatkan konsumen.

Dari uraian tersebut, secara praktis konsumen memang berapa pada
posisi dari yang “ kurang diutungkan” dibandingkan dengan posisi dari
pelaku usaha sebab ketertiban konsumen dalam menafaatkan barang
dan/jasa yang tersedia sangat bergantung sepenuhnya pada informasi yang
di berikan yang di berikan oleh pelaku usaha. Bahakan untuk produk-
produk barang dan/atau jasa yang secara tegas sudah diataur kelayakan
penggunaan, pemakaian maupun pemanfaatannya pun, konsumen sering

tidak memiliki banyak pilihan selain yang disediakan oleh pelaku usaha.
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Untuk keperluan itulah Undang-undang memberikan aturan yang
tegas mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha
dalam menawarkan barang dan/atau jasanya kepada konsumen.

Sebagai suatu bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuan umum
yang diataur dalam buku 111, khususnya bab Il dan bab IV Kitab Undang-
undang hukum perdata berbagai macam hak kewajiban, serta tanggung
jawaban yang di lahirkan dari perjanjian “periklatan™ tersebut tidaklah
boleh menyimpang dari perauran perundang-undangan yang berlaku, yaitu
asas kepatutan dan kesusilaan, serta ketertiban, umum, dan kebiasan yang
berlaku dalam masyarakat.

Salah satu aturan hukum yang harus ditaati oleh pelaku usaha
perikatan adalah yang diatur dalam Undang-undang tentang Perlindungan
Konsumen. Beberapa pasal yang perlu diperhatikan dari ketentuan dalam
Undang — udang tersebut adalah larangan — larangan diatur dalam pasal 9,
pasal 10, pasal 12 dan pasal 13 yang hubungan dengan berbagai macam
larangan dalam memperomosikan barang dan/atau jasa tertentu, serta
ketentuan pasal 17 yang khusus diperuntukkan bagi perusahaan periklan.*

2. Praktik Jual beli Tinjauan Umum Fikih Muamalah
a. Barang Rekondisi Dalam Fikih Muamalah
Barang rekondisi adalah Rekondisi adalah barang seken yang di 'sulap’

dengan sedikit perbaikan dan 'make up' sehingga terlihat baru untuk kemudian dibuat

dus dan label.® Lalu dengan garansi yang diberikan, harga bisa jauh diatas harga

37 Abdul Halim Barkatulah,. HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Kajian Teoritis dan
Perkembangan Pemikiran. H 43

** https://ibnupratama.blogspot.co.id/2010/03/apa-sih-maksudnya-istilah-refurbish.html,.diakses
taggal 27 september 2017
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baru.. Produk ini tidak memenuhi standat kualitas, atau cacat produk.
Kemudian produk ini di jual lagi di pasar dengan harga yang jauh lebih murah
bahkan dapat mencapai 30 % dari harga aslinya.

Dalam hal ini dalam dahulu sudah ada pada saat itu di gias dengan jual
beli sepeda bekas atau alat yang dibuat mengiling atau pun yang lainya dalam
hal ini pandangan fikih muamalah tentang jual beli barang rekondisi ini
b. Pengertian Fikih Muamlah

Muamalah secara harfiah berarti “pergaulan” atau hubungan antar
manusia. Dalam pengertian hafiah yang bersifat umum ini, mumalah berarti
perbuatan atau pergaulan manusia diluar ibadah. Muamalah merupakan
perbuatan manusia dalam menjalankan hubungan atau pergaulan anatar
sesama manusia sedang ibadah merupakan hubungan atau “pergaulana mnusia
dengan Tuhan”.

Sebagai istilah khusus dalam hukum Islam, fikih mumalah adalah
fikih®* yang mengatur hubungan antar individu dalam sebuah masyarakat.
Dengan penegrtian yang luas ini, hubungan antar individuyang di kenalkan
dengan bidang perkawinan, waris, gadla, dan lain.

Pengertian fikih muamalah dalam arti luas di antara definisi yang
dikemukakan oleh para ulama tentang definisi fikih mumalah adalah:

1) Menurut Ad-Dimyati:
“Aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan

’

masalah ukhrawi.’

% Baca Mustafa Ahmad Al-Zarqga’, al-Madkhal fi fikh al- ‘4m,Dar al Fikir, 1967,1, h 54
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2) Menurut Muhammad Yusuf Musa:*

“peraturan-peraturan Allah yang diikuti dan ditaati dalam hidup
bermasyraat untuk menjaga kepentingan manusia.”

Dari dua pengertian di atas, dapat diketahui bahwa fikih muamalah
adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT., yang ditujukan untuk mengatur
kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan
dengan urusan duniawi dan sosial kemasyaratan.

Menurut pengertian ini, manusia, kapan pun dan dimana pun; harus
senatiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT., sekalipun
dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segalah aktivitas manusia akan
diminta pertanggung jawabannya kelak di akhirat.

Dengan kata lain, dalam Islam, tidak ada pemisahan antara amal dunia
dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitasmanusia didunia harus
didasarkan pada ketetapan Allah SWT. Agar kelak selamat diakhirat.

Pengertian fikih muamalah dalam arti sempit (khas) Beberapa definisi
fikih muamalah menurut ulama adalah:**

1) Menurut Hudhari Beik:

“Mumalah adalah semua akad yang membolehkan manusia saling
menukar manfaat.”

2) Menurut Idris Ahmad:

“Muamalah adalah aturan Allah yang mengatur hubungan
manusia dengan manusia dalam usahanya untuk mendapatkan alat-alat

keperluan jasmaninnaya dengan cara yang paling baik.”

0 Abdul Majid, pokok-pokok Fikih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam
(Bandung:1AIN SGD,1986) h 1
*! Hendara suhendi,Fikih Muamalah,(Bandung: Gunung Djati Press,1997)., h 2
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3) Menurut Rasyid Ridha:

“Muamalah adalah tukar-menukar barang atau sesuatau yang

bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.

Kalau ketiga definisi atas, ditelaah secara seksama fikih

muamalahdalam arti sempit menekankan keharusan untuk menati aturan allah

yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara

memperoleh, mengataur, mengelola, dan mengembarkan mal (harta benda).

c. Pembagaian Fikih Muamalah

Penetapana pembagian fikih muamalah yang dikemukakan ulmak

fikih sangat berkaitan dengan definisi fikih muamalah yang merka buat

yaitu arti luas arau dalam sempit. Ibn Abdin, salah seorang yang

mndefinisikan fikih mumalah dalam arti luas, membagi menjadi lima

bagian:*?
1) Muawadhah Maliyah (Hukum Kebendaan)
2) Munakahat (Hukum Perkawinan)
3) Muhasanat (Hukum Acara)
4) Amanat dan ‘Aryah (Pinjaman)

5) Tirkah (Harta Perniggalan)

Pada pembagian di atas ada dua bagian yang menrupakan disiplin

ilmu tersebut, yaitu munakahat dan trikah. Sedangkan Al-Fikri dalam

kitab Al-Muamalah Al-Madiyah,wa Al-Adabiyaah, membagi fikih menjadi

dua bagian:*

a) Al-Muamalah Al-Madiyah

*2 Nana Masduki, Fikih Muamalah (diktat), (Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati,1978), h, 4
* Nana Masduki, Fikih Muamalah, h 4
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b)

Al-Muamalah Al-Madiyah adalah mumalah yang menkasi segi
objek yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa mumalah al-
madiyah bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, dan syubahat
untuk dimiliki, kemadaratan dan mendatangkan kemaslakatan bagi
manusia, dan lain-lain.

Dengan kata lain, Al-Muamalah Al-Madiyah adalah aturan — aturan
yang telah ditetepkan syara’ dari segi objek benda. Oleh karena itu,
berbagai aktivitas muslim yang berkaitan dengan benda, seperti al-
bai’(jual beli) tidak hanya ditinjau memperoleh keuntungan semata tetapi
lebih jauh dari itu,yakni untuk memperoleh rida Allah. Konsekuensinya,
harus menuruti tata cara jual beliyang di tetapkan syara’.

Al-Muamalah Al-Adabiyah

Al-Muamalah Al-Adabiyah makasudnya mumalah ditinjau dari segi

cara tukar menukar benda, yang sumbernya dari pencaindera manusia,
sedangkan unsur-unsur penegakanya adalah hak dan kewajiban, seperti
jujur, hasud, iri dendam, dll.
Al-Muamalah Al-Adabiyah adalah aturan Allah yang berkaitan dengan
aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang tinjau dari segi objek
yaitu manusia. sebagai pelakunya. Dengan demikian makasud adabiyah
antara lain berkisa dalam kerinduan dari kedua belah pihak yang
melangsungkan akad, ijab kabul, dusta, dan lain-lain.**

Pada Praktiknya Al-Muamalah Al-Madiyah,wa Al-Adabiyaah tidak

dapat dipisahkan. Dalam halini keduanya merupakan sebuah kajian dalam

* Amir Syarifuddin, Garis —Garis Besar Figih, (Jakarta: Kencana Pranadamedia Grup 2003) h

189.
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ilmu fikih muamalah hal ini peneulis mengunakan kajian keduanya dalam
melakukan penelitianya dalam hal ini penuli menelitia dalama bagianya
atau dalam ruang lingkunya dalam hal jual beli dan akadnya.
d. Jual Beli Dalam Fikih Muamalah

1) Pengertian Jual Beli

Syariat Islam diturunkan Allah bertujuan untuk mengatur kehidupan
manusia, baik untuk pribadi atau pun hubungan dengan sosial. Dalam
memenuhi kebutuahan hidup manusia dituntut untuk usaha mencari rizki.
Jual beli termasuk dalam kajian fikih muamalah. Jual beli adalah kegiatan
usaha yang dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup
perdagangan atau jual beli menurut bahasa berati al-bay’, al-Tijarah dan al-

Mubadalah, sebagimana Allah SWT. Berfirman dalam surat faathir ayat 29

o O NS5 1w RS e 158015 8D 155015 all) QLS Ol Gl O

35

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan

mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang Kami

anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan,
mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi”,*

Menurut istilah (terminologi) yang dimakasud dengan jual beli

menurut sayyid jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar

seling merelakan atau menindahkan milik dengan ganti rugi yang dapat di

* Qs Faathir.29
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benarkan.*® Dari definisi di atas dapat di pahami bahwa jual beli adalah suatu
perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara
sukarela diatara kedua belah pihak yang satu menerima beda dan pihak lain
yang meneria sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan
syara’ disepakati.

Dalam hal ini telah di kemukan bawasanya jual beli merupakan suatu
perjanjian dimana disitu terjadi pertukaran antara penjual dan pembeli.
Adapun dalam Praktik jual beli ada pula yang melakukan pelangaran dalam
hal ini para pelaku usaha penjual barang rekondisi pasar Comborani ada yang
melakukan pelangaran dalam hal ini konsumen merasa di rugikan oleh pihak
yang pelaku usaha dan adapun dalam sisi hukum perlindungan konsumennya
yaitu konsumen mendapatkan barang yang di jual belikan dari pelaku usha
sesuai yang di perjanjikan.

2) Syarat Jual Beli

Dalam jaul beli terdapat empat macam syarat yaitu terjadi akad
(in’igad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya (nafadz), dan syarat tujum.
Secara umum ujuan adanya semua syarat tersebut antara untuk menghindari
pertentangan di antara manusia, mejaga kemaslahatan oarang yang sedang
akad, menghildari jual beli gharar( terdapat penipuan), dan lain — lain.

Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut
batal. Jika memenuhi syaratsah, menurut ulama Hanafiyah, akad terebut fasid.
Jika tidak memenuhi nafaadz akad terseut mauquf yang cenderung boleh,

bahkan menurut ulmak Malikiyah, cenderung kepada kebolehan. Jika tidak

*® Abdul Rahman Ghazaly, dkk.”Fikih Muamalat”,(Jakarta; Prenada Media Group, 2010), h. 67
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memenuhi lujum, akad tersebut mukhayyir (pilih-pilih), baik khiyar untuk
menetapkan maupun mebatalkan.*’
3) Hukum Dan Sifat Jual Beli

Ditinjau dari hukum dan sifatjual beli, jumhur ulama membagi jual
beli mejadi dua macam yaitu jual beli yang kategori sah (sahih) dan jual beli
yang dikatagorikan tidak sah. Jual beli ssahih adalah jual beli yang memenuhi
ketentuan syara’, baik rukum maupun syaratnya, sedangkan jual beli tidak sah
adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukun sehingga
jual beli menjadi rusak (fasid) atau batal dengan kata lain, menurut jumhur
ulama, rusak dan batal memiliki yang sama. Adapun ulama Hanafiah
membagi hukum dan sifat jual beli menjadi sah, batal, dan rusak.*®

Dalam masalah muamalah terkadan ada suatu kemaslahatan yang
tidak ada ketentuannya dari syara’ sehingga tidak sesuai atau ada kekurangan
dengan ketentuan syariat. Akad seperti itu adalah rusak, tetapi tidak batal.
Dengan lain, ada akad yang batal saja dan ada pulayang rusa saja. Lebih jauh
tentang penjelasan jual beli sahih, fasid, dan batal adalah berikut ini.

Jual-beli sahih adalah jual bei yang memenuhi ketentuan syariat.
Hukumnya,sesuai yang di perjualbelikan menjadi milik yang melakukan
akad.

Jual-beli batal adalah jual beli yang tidak memenuhi salah satu rukun,
atau yang tidak sesuai dengan syariat, yakni orang yang akad bukan ahli,

seperti jual beli yang dilakukan oleh orang gila dan anak kecil.

*"H. Rachmat Syafe’i,.Fikih Mumamalah(Bandung: Pustaka Setia.2001)., h.76
8 Wahbah Al-juhaili, Al-Fikih Al-Islam wa Adillatuh,juz IV, h 423
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Jual-beli rusak adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan syaraiat
pada asalnya, tetapi tidak sesuai dengan syaraiat pada sifatnya, seperti jual
beli yang dilakukan oleh orang yang mumayyiz, tetapi bodoh sehingga

menimbulkan pertentangan.

a. Macam-Macam Jual Beli Ditinjau Dari Hukum.
a) Jual beli sah (halal)

Jual beli sah atau shahih adalah jual beli yang memenuhi
ketentuan syariat. Hukumnya,sesuatau yang di perjualbelikan menjadi
milik yang melakukan akad.*

b) Jual beli fasid (rusak)

Jual beli fasid adalah jual beli yang sesuai dengan ketentuan
syaraiat pada asalnya tetapi tidak sesuai dengan syariat pada asalnya
tetapi tidak sesuai dengan syariat pada sifatnya, seperti jual beli yang
dilakukan oleh orang yang mumayyiz tetapi bodoh sehingga
menimbulkan pertentangan. Menurut ulama fasid (rusak) dan batal
(haram) memiliki arti yang sama.
¢) Jual beli batal (haram)

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai
berikut:

Jual beli dengan cara ‘Inah dan Tawarruq Rafi’berkata, “ Jual
beli secara ‘inah berarti seseorang menjual barang kepada orang lain
dengan pembayar bertempo, lalu barang itu diserahkan kepada

pembeli, kemudian penjual itu membeli barangnya sebelum ungnya

49 Wahbah Zuhaili, Al Fikih Al Islami Wa Adillatuhu,4/595-596
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lunas dengan harga lebih rendah dari harga pertama. Sementara itu
diperjualbelikan mengandung cacat ketika berada ditangan pembeli
kemudian pembeli tersebut menjual lagi dengan harga yang lebih
rendah, hal ini boleh karena berkurangnya harga sesuai dengan
berkurangnya nilai barang tersebut Tawarrug artinya daun. Dalam hal
ini adalah memperbaiki harta. Jadi, tawarruq diartikan sebagai
kegiatan memperanyak uang.

Jual beli sistem salam (ijon) Bendanya dengan kredit, kalau
salam, barangnya yang diakhirkan, uanya di depan.

Jual beli dengan menggabungkan dua pejanjian akad dalam
dan satu transaksi contohnya: penjual berkata, “aku menjual barang
ini kepadamu seharha 10 dinar dengan tunai atau 20 dinar secara
kredi.”

Jual beli secara paksa dapat terjadi dengan 2 bentuk: Ketika
akad, yaitu adanya paksaan untuk melakukan akad. Jual beli ini
adalah rusak dan dianggap tidak sah. Kedua, Karena dililit utang
atau beban yang berat sehingga menjual apa saja tang dimiliki
dengan harga renda.

Jual beli sesuatu yang tidak dimiliki dan menjual sesuatu yang
sudah di beli dan selum di terima.*®
b. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam
Jual beli yang dapat menjauhkan dari ibadah maksudnya adalah

ketika waktunya ibadah, perdagang malah menyibukkan diri dengan

*® Gufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual,( Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.
75
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jual belinya sehingga mengakhirkan shalat berjamaah masjid. Dia
kehilangan waktu shalat atau sengaja mengakhirkanya, maka jual beli
yang dilakukan haram (dilarang). Sebagian besar orang menyangkan
bahwa shalat dapat menyibukan merka dari mencari rizki dan jual beli,
padahal justru dengan shalat dan amal shalih-lah yang bias
mendapatngkan barakah dan rahmat Allh Swt.™*

Menjual barang-barang yang haram barang yang diharamkan
Allah Swt maka diharamkan pula jual beli barang tersebut.

Menjual barang sesuaiyang tidak dimiliki misalnya ada seorang
pembeli mendatangkan seorang perdagang untuk membeli barang
dagangan tertentu darinya sementara barang tersebut tidak ada
pedagang tersebut. Kemudian kedua melakukan akad dan
memperkirakan harganya, baik dengan pembayaran tunai atau tempo
dan barang tersebut masih belum ada pada pedagang itu selanjunya
pedagang itu membeli barang yang diinginkan pembeli ditempat lain
lalu menyerkan kepada pembeli itu setelah keduanya ada kesepakatan
harga dan cara pembayaran baik secara tunai atau tempo.

Jual beli ‘inah adalah apabila seseorang menjual suatu barang
dagangan kepada orang lain dengan pembayaran tempo (kredit)
kemudian orang itu (si penjual) membeli kembali barang itu secata
tunai dengan harga lebih rendah.*

Jual beli najasy adalah menawar suatu barang dagangan dengan

menambah harga secara terbuka, ketika dating seorang pembeli dia

5! Dimyauddin Zuhri Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, ( Yocyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

hal. 89

> Hendi Suhendi, Figh Muamalah, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 77-78.
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menawarkan lebih tinggi barang itu padahal dia tidak akan
membelinya.*

Melakukan penjualan atas penjualan orang lain misal ada
sesorang mendatangi seorang pedagang untuk membeli suatu barang
dengan khiyar (untuk memilih, membatalkan atau meneruskan akad)
selama 2 hari, 3 hari atau lebih. Maka tidak di bolehkan kepada
pedagang lain untuk mendatangi atau menawarkan kepada pemebeli
dengan berkata, “Tinggalkanlah barang yang sedang engkau beli dan
saya akan memberikan kepadamu barang yang sama yang lebih bagus
dengan harga lebih murah”.

Jual beli secara gharar (penipuan) adalah apabila seorang
penjual menipu saudara semuslim dengan cara mejual kepadanya
barang dagangan yang di dalamnya cacat tetap tidak memberitahukan
kepada pembeli.>*

e. Jual beli dalam Khiyar

1) Definisi khiyar

Khiyar sacara bahasa adalah kata nama dari ikhtiyar yang berarti
mencari yang baik dari dua uruasan baik akad (jual beli) atau mau
mengurangkannya (membatalkannya).> Sedangkan menurut kalangan ulama
fikih yaitu mencari yang baik dari dua uruasan baik beruapa menruskan akad
atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makana secara istilah tidak
begitu berbeda dengan makana secara bahasa. Oleh sebabitu, sebagai ulama

terkini mereka mendefinisikan khiyar secara syar’i sebagai “Hak orang yang

>* Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Figh Mumalah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008) h 77
> Terjemahan Imam Tagiyuddin, Kifayatul Akhyar, h 329
> A. Munir dan Sudarsono, Dasar-dasar Agama Islam,(Jakarta, Rineka Cipta,2001), h, 219
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berakad dalam membatalkan akad atau meneruskan karena ada sebab-sebab
secara syar’i yang dapat membatalakannya sesuai dengan kesepakatan ketika
berakad.”®
2) Dalil Pensyariatan Khiyar

Hak khiyar telah ditetapkan oleh Alquran, sunnah, dan ijma’. Adapun
dali Alquran sebagaimana firmana Allah:
G165 i byp Logat o Wl 238 iy Blo 0B, B3ag o Gyl b owid

(oey (S5l 813y) Logans 4557 Eoed

Artinya : “Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan
khiyar selama belum berpisah. Jika keduanya benar dan jelas maka
keduanya diberkahi dalam jual beli mereka. Jika mereka menyembunyikan
dan berdusta, maka akan dimusnahkanlah keberkahan jual beli mereka”.
(HR. Bukhori Muslim)

Dalil dari sunnah diantara adalah sabda Rasulullah yang diriwayatan
oleh lbnu Umar bahwa seorang laki-laki dicaritakan kepad Nabi dia suka
menipu dalam jual beli, maka Nabi berkatakan kepadanya: “ jika kamu
menjual sesuatu,maka katakan tidak ada penipuan.” Hadis ini adalah dalil
tentang bolenya menetapkan khiyar syarat kepada pembeli begitu juga
dengan pembeli secara giyas.

Adapun dalil ijma’, ulama telah sepakat tentang bolehnya melakukan
khiyar syarat dalam karena akad jual beli adalah akad mubah dan bolehnya
jual beli termasuk sesuatu yang sudah diketahui dari urusan agama secara

pasti dengan begitu khiyar juga termasuk di dalamnya.

% Sohari Sahrani,. dan Ru’fah Abdullah,FIKIH Muamalah (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011)., h 76
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Hikmah dari khiyar, agar orang yang mempunyai hak khiyar
mengetahui harga, dan barang yang di hargakan selama dari penipuan,
menolak kemudaratan yang bisa menimpa kedua orang yang berakad oleh
sebab itu khiyar disyariatkan karena termasuk yang mendesak.>’

3) Macam — macam Khiyar
Macam-macam disini dibagi menjadi lima yaitu:
a) Pertama khyar syarat

Yaitu hak ‘agidain melangsungkan akad atau membatalkannya selam
batas waktu tertentu yang dipersyaratkan ketika kad berlangsung. Seperti
ucapan seorang pemebeli: saya beli barang dengan hak khiyaruntuk didiriku
dalam sehari atau tiga hari”. Sesungguhnya khiyar ini dimaksudkan untuk
melindungi pihak yang berakad diri unsur kecurangan akad. Khiyar ini hanya
berlaku pada akad lazim yang dapat menerima upaya fasah, seperti jual beli,
ijarah, muzaro’ah, musyaqah, mudharabah, kafalah, hawalah dan lain-lain.
Khiyar syarat ini tidak berlaku pada akad ghairu lazimah seperti wakalah,
ariyah, wadia’ah, hibah dan wasiat. Khiyar syarat ini juga tidak berlaku
pada akad lazimah yang tidak menerima upaya fasah seperti akada nikah,
talak dan khulu’.

Khiyar syarat disyari’atkan untuk menjaga kedua belah pihak yang
berakad, atau salah satunya dari konsekuensi satu akad yang kemungkinan
di dalamnya terdapat unsur penipuan dan dusta. Oleh karena itu, Allah
SWT memberi orang yang berakad dalam masa khiyar syarat dan waktu

yang telah ditentukan satu kesempatan untuk menunggu karena memang

> Abdul Aziz Muhmmad Azzam, Fikih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fikih Islam.,(Jakarta:
Sinar Grafika Offset 2010) h 99-100.
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diperlukan. Kalangan ulama fikih sepakat bahwa khiyar syarat sah jika
waktunya diketahui dan tidak lebih dari tiga hari dan barang yang di jual
tidak termasuk barang yang cepat rusak dalam tempo ini.*®

b) Kedua khiyar ‘aib

Arti khiyar aib (cacat) menurut fikih adalah:

“keadaan yang membolehkan salah seorang yang berakad
memiliki hak untuk membatalkan akad atau menjadikannya ketika
ditrmukakan aib (cacat) dari salah satu yang dijadikan alat tukar menukar
vang tidak diketahuai waktu akad. it

Dengan demikian penyebab khiyar aib adalah adanya cacat pada
barang di jualbelikan (ma’qud ‘alaih) atau harga (tsaman), karena kurang
nilai atau tidak sesuai dengan maksud, atau orang yang akad tidak meneliti
kecacatannya ketika akad berlangsung.

c) Ketiga khiyar Ru’yah

hak pilih bagi pembeli untuk mengatakan berlakau atau batal jual
beli yang belum dilihat ketika akad berlangsung.®® Konsep khiyar ini
disampikan oleh fugoha Hanafiah, Malikiyah, Hanabiah dan Dhahriyah
dalam kasus jual beli benda ghaib (tidak ada ditempat) atau benda yang
belum perna diperiksa. Sedangkan menurut Imam Syafi’i Khiyar ru’yah ini
tidak sah dalam proses jual beli karena menurut jual beli terhadap barang

yang Ghaib sejak semua dianggap tidak sah.

%8 Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Fikih Muamalat Sistem Transaksi dalam Fikih Islam,(Jakarta
Amzah, 2010).,h 25.

% A. Munir dan Sudarsono,Dasar-Dasar Agama Islam,(Jakarta, Rineka Cipta, 2001), h. 219.

® Abdul rahman ghozali,Ghufron ihsan, dan Sapiudin shidig, Fikih Muamalah ( jakarta: Kencana,
2010) h 101.
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Jumhur ulama menyatakan bahawa khiyar ru’yah disyariatkan
dalam Islam berdasarkan sabda nabi: “siapa yang membeli sesuatu yang
belum ia lihat, maka ia berhak khiyar apabila telah melihat barang itu.
(HR, ad- Daruqutnu dan Abu Hurairah)”®
d) Keempat khiyar Nagd

Khiyar naqd tersebut terjadi apabila dua pihak melakukan jual beli
dengan ketentuan jika pihak pembeli tidak melunasi pembayaran, atau
pihak penjual tidak menyerahkan barang dalam batas waktu tetentu. Maka
pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk membatalkan atau tetap
melangsungkan akad.®
e) Kelima khiyar Ghabn

Yang di maksudkan dengan Khiyar ghabn ialah khiyar akibat
tertipu pada barang maupun haraga dengan berlebihan. Atau dengan kata
lain, jika seseorang tertipu dalam jual beli dengan penipuan yang berat,
maka sesorang yang tertipu dia diberi pilihan apakah akan melansungkan
transaksinya atau membatalkannya. Dan adapula menurut mazhab Hanafi
khiyar ghabn adalah khiyar dimana penjual membujuk pembeli atau
sebaliknya dengan bujukan perkataan ( yaitu membujuk dalam harga) atau
bujuan perbuatan (yaitu membujuk dalam sifat).*®

Pendapat dikemukakan mazhab Ahmad dan dan Maliki dengan

dalil hadis Bukhari dan Muslim dari Umar, “Seseorang bernama Hiban bin

81 Ali Hasan, Berbagai macam transaksi dalam Islam, (jakarta: Grafindo Persada cet 2, 2004)., h

141.

%2 Qomarul Hudah, FIKIH MU’AMALAH, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 46.
%3 Wahbah az-Zuhaili, Fikih al-Islam wa Adillatuh, (Beirul: Dar al-Fikr, 1985).1V: 527
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Mungis, mengadu kepada Rasulullah bahwa ia telah di tipu dalam jual

beli. Rasullah bersabda,

“Jika kalian melakukan jual beli, maka katakan, * Tidak ada
tipuan” Ibnu Ishaq dalam sebuah riwayat dari Yunus bin Bakir dan Abdul
‘Ala menambahkan, “ Kemudian kami boleh melakukan Khiyaar pada
semua barang yang kau beli selam tiga malam, jika kamu senang,
ambillah, jika tidak kembalikan barang tersebut”®*

Berselang berapa lama, ia akhirnya berapa, ia akhirnya bertemu
dengan Utsman di usianya yang 130 tahun pada masa utsman, banyak

13

orang yang apabila sesuatu dikatakan kepadanya, “ sesungguhnya kamu
telah dicurangi,” ia kemudian kembali dan sesorang sahabat menyaksikan
bahwa Nabi saw, telah menjadikannya selama tiga hari. Untuk selanjutnya
uangnya dikembalikan.

Tentang hadis di atas merupakan sebagai orang yang akalnya
lemah. Meskidemikian, kelemahan tersebut tidak berarti menjadi orang
yang tidak memenuhi syarat tamyis. Berdasar hal tersebut, boleh untuk
melakukan khiyar jika terjadi praktik curang. Alasanya lainya, bahwa

Rusullah menyebutkan dengan ucapan “Tidak ada penipuan”. Artinya

tidak boleh ada penipuan dala jual beli karena melanggar syarat sahnya,

® Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Terjemahan Imam Hasan al-Banna, (Jakarta: Darul Fath 2004)., h
163-164.
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dan khiyar termasuk dalam katagori khiyaar. Hal-hal yang menggugurkan

khyar al-ghabn ini dapat gugur apabila ada hal-hal berikut :*®

1) Barang hancur, telah dikonsumsi, berubah atau hilang. Apabila
demikian keadaannya maka gugurlah khiyar al-ghabn.

2) Diam, tidak mengambil tindakan apapun serta tetap beraktifitas
dengan barang tersebut setelah mengetahui adanya al-ghabn.

3) Korban yang memiliki hak pilih ini meninggal.

Bentuk-bentuk jual beli yang dikenakan Khiyar Al-Ghabn Diantara
bentuk jual beli yang dikenakan Khiyar ini adalah :

1) Talagqi rukban (mencegat penjual). ar-Rukban adalah orang yang
datang membawa barang dagangan dari luar kota. Apabila orang ini
dihadang dan barang bawaannya dibeli sebelum sampai ke kota maka
inilah yang dinamakan talaqqi rukban. Praktik bisnis seperti ini
dilarang oleh Rastlulldh Shallallahu ‘alaithi wa sallam dan beliau
Shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan khiyar kepada penjual yang
dari datang dari luar kota ini apabila terjadi penipuan (manipulasi)

harga. Rastlullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

Gl 365 Batd 00 T 136 A (5326 35 5b st 1385

Janganlah kalian mencegat orang yang datang membawa
barang dagangan dari luar kota (al-Jalab). Barangsiapa
yangmenghadangnya lalu membeli barangnya, maka bila pemilik
barang tersebut sampai di pasar maka ia memiliki hak khiyar.®®

% Sumber: https://almanhaj.or.id/3524-al-khiyar-hak-pilih-dalam-transaksi-khiyar-al-ghabn-dan-
khiyar-tadlis.html diakses 02/06/20017
% Diambil dari al-Fikihul Muyassar, h. 73 dan al-Mausii ‘atul Fikihiyah, 20/150-151
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Dalam hadits ini Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang para pelaku
bisnis menghadang penjual barang diluar pasar, tempat transaksi biasa
berlangsung. Bila ini terjadi, si pedagang memiliki hak khiyar antara meneruskan
transaksi atau menggagalkannya, bila ia sampai ke pasar dan mengetahui harga
sebenarnya dari barang yang dibawa.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, ‘“Nabi
Shallallahu ‘alaithi wa sallam menetapkan bahwa pedagang yang
membawa barang dari luar kota (ar-rukban) memiliki khiyar apabila dibeli
sebelum masuk ke pasar. Karena bisnis seperti ini mengandung semacam
tadlis (nutupi-nutupi) dan ghisy (pembohongan)

Imam Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan, “Nabi Shallallahu
‘alathi wa sallam melarangnya, karena mengandung unsur penipuan
terhadap penjual disebabkan ketidaktahuannya terhadap harga sebenarnya.
Sehingga pembeli bisa membeli barangnya dengan harga lebih murah dari
harga sebenarnya. Oleh karena itu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam
menetapkan khiyar untuknya apabila telah masuk pasar. Para Ulama tidak
berselisih pendapat dalam menetapkan hak khiyar untuk sang penjual
apabila transaksi itu mengandung unsur al-ghabn (penipuan harga).®’
Karena seorang pedagang yang datang dari luar kota jika tidak tahu harga
sebenarnya maka itu berarti dia tidak tahu harga standar sehingga pembeli
leluasa membohonginya. Demikian juga penjual apabila ia menjual

sesuatu kepada para pendatang ini, lalu ketika mereka sampai ke pasar dan

%7 vasid Afandi, figh Muamalah, (Yocyakarta: Logung Pustaka, 2009).h. 72
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tahu bahwa mereka telah ditipu maka mereka memiliki Khiyar, jika tipuan

ini berat.

2) Manipulasi harga yang disebabkan an-N4jisy. an-Ngjisy adalah orang
yang meninggikan harga barang padahal ia tidak berniat membelinya,
tujuannya hanya untuk menipu. la hanya ingin meninggikan harga
barang sehingga orang yang menginginkan barang tersebut harus
merogok saku lebih dalam alias dengan harga mahal. Praktik an-najisy
ini dilarang dalam Islam sebagaimana dijelaskan Ras(lullah

Shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam sabdanya :
arl oot J& a1 0 Y5 15555 Y

Janganlah saling berbuat an-najsy dan janganlah seorang
menjual sesuatu atas jualan saudaranya.

Biasanya antara penjual dan an Najisy sudah ada ikatan perjanjian
atau bahkan satu komplotan. Pada saat temannya berjualan dia pura-pura
datang sebagai pembeli lalu memuji kwalitas barang dagangan temannya
serta menawarnya dengan harga tinggi atau berbohong dengan
mengatakan, “Saya kemarin membeli barang seperti ini dengan harga
sekian.” Ini memberikan image bahwa barang itu memang mahal. Padahal
itu hanya sandiwara yang sudah diatur. Jika ada orang yang tertipu lalu
membeli barang tersebut dengan harga tinggi, maka dia memiliki hak
khiyar untuk melanjutkan transaksi tersebut atau membatalkannya, ketika
dia mengetahui harga sebenarnya.

3) Bai’ul Mustarsil. al-Mustarsil adalah seorang yang tidak mengetahui

harga dan tidak bisa tawar menawar barang. Jadi bai’ul mustarsi
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adalah traksaksi jual beli yang dilakukan oleh orang tidak tahu harga

suatu barang dan tidak bisa tawar menawar. Dia hanya bersandar pada

kejujuran penjual. Jika orang seperti ini tertipu, misalnya membeli
dengan harga sangat mahal, maka dia memiliki hak khiyar.

Syaikh Shalih bin Fauzdn al Fauzin -Hafizhahulldhu Ta’ala-
membawakan contoh Praktik kontemporer dalam masalah al-ghabn ini. Beliau
mengatakan, “Diantara Praktik haram yang terjadi di sebagian pasar kaum
Muslimin adalah ketika ada pendatang yang membawa barang dagangannya
ke pasar lalu para pedagang pasar sepakat untuk tidak menawar atau
membelinya. Mereka menyuruh salah seorang dari mereka untuk menawarnya
(dengan harga rendah). Apabila pendatang ini tidak mendapati seorangpun
yang menawar dengan harga yang lebih tinggi darinya maka ia terpaksa
menjualnya dengan harga sangat rendah. Kemudian setelah itu, para pedagang
di pasar tersebut membagi barang-barang ini. Ini merupakan sebentuk Praktik
al-ghabn dan kezhaliman yang diharamkan. Jika kemudian pemilik barang
mengetahui tipu muslihat ini, maka dia memiliki hak khiyar dan berhak
menarik kembali barangnya. Bagi orang yang melakukan penipuan seperti ini,
dia wajib segera untuk meninggalkannya dan bertaubat. Sedangkan bagi pihak
yang mengetahuinya, wajib mengingkarinya dan melaporkannya kepada pihak

berwajib (otoritas) untuk mencegah mereka dari hal tersebut.”®

% Lihat Hasyiyah ar-Raudhil Murbi’ 4/438, al-Mulakhashul Fikihi 2/25 dan al-Fikihul
Muyassarah, h. 73
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BAB Il
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitaian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian hukum empiris. Penelitian empiris merupakan salah satu jenis
penelitian hukum hukum dengan menganalisis dan mengkaji tentang
perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitan bekerjanya hukum
dalam masyarakat. Penelitian empiris seringkali disebut sebagai field
research (penelitian lapangan)®®. Lebih lanjut dijelaskan dalam buku
Metode Penelitian Hukum karangan Zainudin Ali bahwa penelitian hukum
empris adalah pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di
dalam masyarakat. Pendekatan sosiologis hukum merupakan pendekatan
dengan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi

sosial di dalam masyarakat™®. Adapun yang menjadi objek penelitian yang

%9Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan
Disertasi,(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 20
7 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), h 105
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diteliti adalah Praktik jual beli barang rekondisi di Pasar Comboran kota
Malang dengan menggunakan analisis Hukum positif dan hukum Islam.
B. Pendekatan Penelitian
Pendekatan yang digunakan penelitian terkait data yang diperolah
adalah pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini adalah
penelitian yang memfokuskan pada kegiatan — kegiatan mengidentifikasi,
mendokumentasi, dan mengetahui dengan interpretasi secara mendalam
atas gejala —gejala nilai, makna, keyakinan, dan karakteristik umum
seseorang atau kelompok masyarakat tentang peristiwa peristiwa
kehidupan.” Dengan penelitian ini hasil pengumpulan dan penemuan data
dari lapangan tentang Praktik jual beli barang rekondisi di Pasar
Comboran kota Malang, selanjutnya akan dikaji lebih mendalam dan
intensif dengan analisis kualiatatif mengunakan hukum positif (Undang-
undang Perlindungan Konsumen) dan Fikih Muamalah.
C. Lokasi Penelitian
Penelitain ini dilakukan di Pasar Comboran kota Malang di sini
produk barang rekondisi banyak yang di jual di sepanjang jalan Sartono
S.H dan di pasar Comboran Kota Malang.
D. Jenis Dan Sumber Data
Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian hukum
empiris berasal dari lapangan. Adapun sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:

1. Data primer

' Bamabang sunggono,Metodologi Penelitian Hukum (Jakarata: PT Rajawali pres, 2001),h 45
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Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui
wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak

resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.”

Adapun data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan para
penjual barang rekondisi yang ada di Pasar Comboran Kota Malang
dan melihat transaksi yang ada di pasar tersebut.

2. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperleh, kumpulan, diolah dan
disajikan dari sember kedua yang di peroleh tidak secara langsung dari
subyek penelitian. Data sekunder meliput buku, peraturan perUndang-
Undangan, dokumen-dokumen, maupun jurnal, ataupun penelitian
yang terkait.” Adapun buku terkait dalam penelitian ini adalah fikih
kontemporer dan Kitab-kitab yang lainya yang membahas fikih
Muamalah, sedangkan Undang-Undang yang dipakai seperti Undang-
Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Data Tersier
Data yang memberikan petunjuk maupun penjelas terhadap
bahan perimer, bahan sekunder dan sebagai tambahan penulis
sepanjang memuat informasi yang relevan.”* Seperti: ensiklopedia dan
kamus.
E. Teknik Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data sangatlah penting dilakukan karena

data- data yang dikumpulkan sebagai bahan kajian suatu peneliti tak

72 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, h. 106.
"® Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Ul-Press, 1996), h. 12
" Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum, h. 24
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terkecuali dalam penelitian hukum. Metode pengumpulan data yang
relevan setidaknya ada 2 macam yaitu:
1. Wawancara lansung
Wawancara lansung dalam pengumpulan fakta sosial sebagai
bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab
secara lansung dimana semua pertanyaan disusun secara sistemik, jelas
dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam penelitian™.
Dalam penelitian terkait Praktik jual beli barang rekondisi ini yang
rencana akan mewawancarai para penjual yang ada di jual barang
rekondisi ini di Pasar Comboran tersebut guna mecari data yang akan
di teliti oleh peneliti tersebut.
2. Observasi
Observasi atau surve lapangan dilakukan dengan tujuan untuk
menguji hipotesis dengan cara mempelajari dengan cara mempelajari
dan memahami tingah laku hukum masyarakat yang dapat diamati
dengan mata kepala.”® Pengamatan dalam pengertian sehari-hari harus
dibedakan dengan pengamatan dalam penelitian ilmiah. Pengamatan
dalam penelitian dituntut harus dipenuhi sehingga hasil pengamatan
sesuai dengan kenyataan yang menjadi sasaran pengamatan.’’
F. Teknik Pengolahan Data
Untuk mengelola keseluruhan data yang diperoleh, maka perlu

adanya prosedur pengelolaan dan analisis data yang sesuai dengan

7> Bahder johan Nasution, Metode Penelitian, (Badung: Mandar Maju, 2008) h. 167

76 Bahder johan Nasution, Metode Penelitian, h. 169

" Amiruddin Dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta : PT Raja
Grafindo Persada, 2004), h. 73
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pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan metode yang digunakan dalam
penelitian ini, maka teknik analisis data yang digunakan peneliti adalah
analisis sosial-jurisprundensi atau non statistik (content analysis). Adapun
proses analisis data yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

1. Edit (Editing)

Menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal
penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam teknik editing ini,
peneliti akan melihat, mengecek keakuratan data yang diperoleh dari
beberapa buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-
laporan.

2. Kilarifikasi (Classifying)

Klasifikasi (classifying), yaitu setelah ada data dari berbagai
sumber, kemudian diklasifikasikan dan dilakukan pengecekan ulang agar
data yang diperoleh terbukti valid. Klasifikasi ini bertujuan untuk memilah
data yang diperoleh dari informan dan disesuaikan dengan kebutuhan
penelitian.

3. Konfirmasi (Verifying)

Verifikasi data adalah langkah dan kegiatan yang dilakukan peneliti
untuk memperoleh data dan informasi dari kepustakaan. Dalam hal ini,
peneliti melakukan pengecekan kembali data yang sudah terkumpul (teori
dan fakta) di dalam beberapa buku, literatur, catatan, dan laporan yang
ada, guna memperoleh keabsahan data.

4. Menganasilis (Analysing)
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Analisa data adalah suatu proses untuk mengatur aturan data,
mengorganisasikan ke dalam suatu pola kategori dan suatu uraian
dasar. Sugiyono berpendapat bahwa analisa data adalah proses mencari
dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.

5. Kesimpulan (Concluding)

Concluding adalah penarikan kesimpulan dari permasalahan-
permasalahan yang ada, dan ini merupakan proses penelitian tahap akhir
serta jawaban atas paparan data sebelumnya. Pada kesimpulan ini, peneliti
mengerucutkan persoalan di atas dengan menguraikan data dalam bentuk
kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif
sehingga memudahkan pembaca untuk memahami dan menginterpretasi
data

Adapun analisis data, harus menyesuaikan dengan metode dan
pendekatan yang dipergunakan. Sekiranya menggunakan metode analisis
dengan pendekatan kualitatif, data yang ada dianalisa dengan menguraikan
data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca

dan diberi arti (interprestasi).
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Praktik Jual Beli Dalam Perspekti Undang — Undang Perlindungan
Konsumen
Praktik di pasar Comboran ini melakukan transaksi seperti
layaknya penjual dan pembeli melakukan transaksi dalam hal ini transaksi
jual beli yang dilakukan atau barang yang di jual ini barang rekondisi,
barang bekas dalam hal banyak yang membeli dari kalangan atas maupun
kalangan bahwa dan dari kalangan orang luar kota, maupun banyak yang
ingin membeli barang tersebut, selain barangnya murah dan juga
terjangkau bagi orang kalangan bahwa maupun atas.
Dalam hal ini para penjual barang rekondisi ada bebarapa orang
yang melakukan transaksinya ada yang ketidakjujuran dalam melakukan

transaksi hal penjualan barang maupun pembelian barang yang terjadi di
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pasar Comboran tersebut semakin banyak dan beragam transaksi
perdagangan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka
semakin meningkat pula masalah yang timbul dari Praktik jual beli itu
juga semakin meningkat pula. seperti: TV, komputer, mesin cuci, ponsel
dan produk lainya. Membanjirnya produk elektronik dalam negeri akhir-
akhir ini telah menimbulkan berbagai persoalan salah satunya proses daun
ulang elektronik atau disebut barang rekondisi. Barang tersebut adalah
kelihatan baru dari luarnya, sedangkan jika dilihat dalamnya merupakan
barang lama.

Dalam hal ini konsumen dirugikan, masalahnya adalah konsumen
menjadi subjek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar
besarnya oleh pelaku usaha. Menurut salah satu penjual menjelaskan
bahwa.

“jadi jual beli dilapak saya ini kayak biasa mas ada yang
jual ada yang membeli ada yang mencari barang yang bermerek
bagus saya kasih tau barang dan harganya kalau pembeli sudah
cocok dengan barangnya ya habis itu tawar-menawar kepada
pembeli, kalok pembelinya sudah cocok harganya barang itu saya
lepas kepada pembeli’®, ”

Dan kemudian saya mewawancarai ibu Fatima

“ jual beli di lapak saya disini saya menwarkan barang
yang saya jual kepada pembeli yang mau membeli barang pembeli

saya yakinkan pembeli saya supaya barang yang akan di beli ini

’® Dwi, wawancara, (Malang, 26 april 2017)
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bias di beli oleh pembeli setelah itu penentuan harga kalok

pembeli sudah penentuan harga dan harganya pas buat pembeli

barang tersebut saya jual pada pembeli »79

Dari hasil kedua wawancara ini transaksi yang terjadi di Comboran
menjadikan problematik di masyarakat tentang Praktik jual beli barang
rekondisi yang terjadi Pasar Comboran ini terdapat beberapa pemilik toko/
pemilik bedak yang menjual barang rusak, dengan cara memanfaatkan
ketidaktahuan pembeli yang dimilikinya tersebut. Kemudian dilakukan
perbaikan dari barang yang dibeli oleh pemebeli barang yang rusak
tersebut diganti dan kembali, barang berfungsi kembali normal dan dapat
di jual dengan harga yang lebih tinggi untuk meraup keuntungan yang
lebih tinggi terhadap penjualan barang tersebut

Dalam hal ini penjual menginginkan keuntungan yang besar tapi
tidak melanggar peraturan yang ada dikarenakan jual beli yang terjadi di
pasar Comboran ini tidak sesuai dengan peratuaran perundang-undanga
dan jual beli dalam hukum Islam maupun dalam fikih muamalah.
Karena Praktik ini ada bermasalah dalam hal memberikan informasi yang
jelas mengenai barang yang mereka jual kepada konsumen atau pembeli
dalam hal ini masuk dalam perundang-undang tentang perlindungan
konsumen dikarenakan konsumen dirugiakan. Sesuai yang di jelaskan
salah satu penjul yang ada di Comboran.

“jadi saya mendapatkan barang ini saya dapat dari orang

yang menjual ke saya dan habis itu barang yang saya beli ini saya

7 Fatima, wawancara,(Malang 30 september 2017)
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servis kembali dan saya jual kepada pembeli dengan harga yang
sesuai dengan harga tidak jau dari aslinya.”°

Dalam hal ini pembeli atau konsumen membeli barang yang akan
di beli akan tetap pembeli ini tidak tahuakan tentang sepsifikasinya barang
tersebut dan pelaku usahapun tidak memberi tahu tentang barang tersebut
secara detail tentang mesin barangnya maupun yang lainya dengan ini
konsumen merasa tidak dapat hak yang di dapatkan oleh pembeli dari
pelaku usaha atas informasi barang.

Dalam hal ini barang rekondisi ini banyak yang berminat dengan
barang tersebut selain barangnya bagus dan harganya pun sangat murah
dengan harga yang barang baru dalam hal ini banyak orang yang membeli
barang rekondisi.

Dengan harga murah dan barang tersebut bisa dibilang dengan
kondisi seperti baru dalam hal ini para konsumen banyak peminat barang
rekondisi ini dengan harga murah para konsumen pun gampang tergiur
untuk membeli ba rang tersebur dengan merek dan kualitas yang sama
para konsumen pun berali mencari barang rekondisi.

Dalam hal ini penjual semakin gampang manfaatkan ketidak tauan
konsumen untuk membeli barang rekondisi tersebut, dengan kondisi
konsumen yang ada banyak sekali konsumen membeli barang rekondisi
tersebut.

“saya menjual barang di lapak saya ini barang servis,barang baru

dan bekas, jika ada orang yang membeli barang saya ya saya kasi

8 saiful wawancara, (Malang 27 april 2017)
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tau barangnya kepada pembeli barang yang akan dibeli sebelum di
bawah pulang barang tersebut dicoba dahulu dan setalah itu
masala harganya jika pembeli mau harga yang saya tawarkan
barang tersebut saya jual kepada pembeli tersebut”®*

Dalam hal ini barang yang dijual tersebut barang yang benar dalam
artian barang yang di beli oleh pelaku usaha ini dalam mendapatkan
barang ini dari penjual yang datang kelapak atau bedak pelaku usaha untuk
membeli barangnya, dalam hal ini tidak kemungkinan pelaku usaha yang
lainya juga seperti itu. Dalam hal ini saya mewawancarai ibu Fatima

“ barang yang saya jual ini saya dapatkan dari bebrapa orang
yang menjual barang ke lapak saya lihat dahulu barangnya kalok saya
cocok dengan barang maupun harganya saya beli barang tersebut. § 2

Tidak menutup kemungkinan pelaku usaha ini dalam mendapat
barangnya tersebut dengan cara di atas dan ada pula dengan cara barang
curian dari beberapa orang yang pencuri barang elektronik tersebut dengan
pelaku usahapun mengatahui tentang barang tersebut barang curian. Di sini
peneliti meneliti asal barang yang didapatkan oleh pelaku usaha dan
pembeli yang berminat membeli barang rekondisi tersebut.

Kegiatan jual beli merupakan cara baru yang cukup berkembang
saat ini, sebab dapat memudahkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan
hari hari dalam Prakek jual beli rekondisi yanng terjadi tidak hanya hal
yang positif, namun di sisi lain memiliki dampak negatif yaitu timbulnya

permasalahan hukum yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen.

8 Saiful, wawancara, (Malang 27 april 2017)
®2 Fatima, wawancara, (Malang 1 september 2017)
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Kemungkinan terjadinya kasus penipuan juga begitu besar, disebabkan
oleh kurangnya informasi yang seringkali diterima oleh konsumen.

Walaupun secara keabsahan proses transaksi sudah dijelaskan pada
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pada pasal 1458 yang
menyebutkan : “Jual Beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak,
seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan
tersebut dan harganya, maupun harganya belum dibayar.”Jelas ini menjadi
pekerjaan tambahan untuk memberi rasa nyaman untuk kedua belah pihak
baik penjual maupun konsumen. Oleh karena itu, maka keperluan adanya
perlindungan hukum bagi konsumen yang melakukan praktek jual beli
yang ada di pasar comboran tersebut.

. Jual Beli Barang Rekondisi Dalam Fikih Muamalah

Dalam hal ini jual beli yang ada di Comboran ini layaknya penjual
dan pembeli, dalam mejual barang-barangnya dengan pembeli
menawarkan daganganya kepada si pembeli Yang menceri barang-barang
yang dicari yang ada di pasar Comboran tersebut.

Dalam hal ini penjual menawarkan barangnya kepada pembeli yang
ada di pasar Comboran dengan memberitahu barang dan memberikan
harga yang murah atau yang miring kepada pembeli barang, bilamana
penjual menawarkan barangnya kepada pembelinya untuk membeli
barangnya tersebut. Dalam hal ini saya mewawancarai pelaku usaha atau

penjual.
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“ya saya menjual barang saya seperti biasa kepada pembeli saya

beri tau barangnya dan saya kasi tau harganya barang tersebut” *

Dalam hal ini kenyatanya di lapang memang seperti itu melakukan
transaksi barang kepada pembelinya,dan dalam hal ini pembeli merasakan
kerugian dalam membeli barang yang di jual oleh pelaku usaha di
karenakan pelaku usaha ini menjual barang yang bisa di bilang barang
rusak di jualnya kepada konsumen.

Dalam hal ini bilaman pembeli ini yang dari kalangan menengah
kebahwa merasa dirugikan oleh penjual di karenakan penjual mejual
barang yang rusak kepada konsumen dan ada juga orang yang membeli
dengan cara tergesa-gesa dikarenakan karena nafsu untuk membeli barang
yang akan di belinya, hal ini dapat dimanfaatkan oleh penjual untuk
menawarkan barangnya kepada pembeli yang seperti ini dengan cara
gampang menjual barang yang meraka punya. Dalam hal ini saya
mewawancari beberapa  konsumen membeli barang yang ada di
Comboran.

“ saya perena membeli telvisi di Comboran sini saya membeli

telvisi sebelum saya beli TV tersebut saya coba dulu dilapak

penjual barang TV tersebut setelah saya beli setelah saya bahwa
kerumah saya pakek dirumah TV ini saya nyalakan selang
beberapa lama TV tersebut mati setelah itu saya komplen
kepenjual dan si penjual bilang bole tukara asalkan barang yang

ditukar ini nugu laku dulu baru boleh ditukar®

8 Dwi, wawancara, (Malang 26 April 2017)
8 Arafah, wawancara, (Malang 27 april 2017)
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Kemudian saya juga mewawacara kakek Bejo
“saya perna membeli barang salah satu lapak disini saya membeli
radio saat saya memilih-milih radio penjual ini menawarkan radio
kepada saya dan saya diyakinkan oleh penjual tentang radio ini
dan setalah itu saya suruh coba radio tersebut diakatakan oleh
penjual bahwa lampu mati setelah itu saya bahwa pulang saya
coba dirumah ternya radio ini cuma dapat satu cenel atau satu
glombang radio selah itu selang duahari saya komplen kepada
penjual radio ini setelah disana penjual radio ini mencoba radio
tadi dan saya di bialang bawah sannya sekarang hari minggu pak
Jjadi radio tutup semua cuma ini saja yang aktif 2

Ada pun pembeli dari luar daerah yang saya wawancarai

“ saya perna tertipu di pasar comboran sini saya perna membeli

belender, bender ini pada saat saya beli bawasanya bender baru

setah saya beli saya bawah pulang setelah saya bahwa pulang

bender ini saya iseng-iseng saya coba membukanya ternya bender

ini barang bekas cuma diganti cesing luarnya saja dalam belnder

ini bekas dan banyak komponen-komponen belender yang diganti

oleh penjual belender yang saya beli ini *°

Dalam hal ini konsumen merasa dirugikan karena barang yang di
belinaya ini barang rusak dan pelaku usaha pun mendapatakan keuntungan
yang sangat banyak dari penjual barang ini dalam hal ini penjual dalam

memberkan garansi tidak sebegitu mestinya ada para pembeli ini mersah

® Kakek bejo, wawancara ( 1 oktober 2017)
% Gilang, wawancara (2 oktober 2017)
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keberatan tentang meganai garansi yang di derita oleh para pembeli
khusunya dari narasumber yang pernasa saya wawancarai ini, Praktik jual
beli yang seperti ini melangar dalam hukum Islam amaupun dalam Fikih
Muamalah.

Penipuan barang yang di beli oleh konsumen ini merupakan bagian
dari beberpa pelaku usaha yang ingin membeli barang rekondisi ini dalam
hal ini penipuan barang atau harga ini diataur beberapa dalam fikih
muamalah dalam ruang lingkup khiyar di dalam khiyar ini telah di
jelaskan bawasanya jual beli tersebut dalam ruang lingkum khiyara ghabn.
. Pembahasan
. Analisis Praktik Jual Beli Dalam Hukum Perlindungan Konsumen

Praktik jual beli yang ada di pasar comboran ini ada beberapa
penjual barang elektronik dalam melakukan transaksi ada kecurangan
disini konsumen yang merasa rugi dikarenakan barang elektronik di beli
ini tidak sesuai dengan apa yang di harapakan oleh konsumen.

para penjual atau pelaku usaha yang berjualan di pasar Comboran
tersebut ingin mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, pelaku usaha
pun tidak memberikan informasi yang jelas atau spesifikasi akan barang
yang mereka beli.

Dalam hal ini peneliti berpendapat bahwasanya pelaku usaha pun
memberikan hak atas informasi yang jelas kepada konsumen karena disini
telah dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang

terdapat pada pasal 4 tentang Hak konsumen yaitu:
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a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam
mengkonsumsi barang dan/atau jasa;

b. Hak untuk memilih barang dan/ jasa serta mendapatkan barang
dan/ atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi
serta jamiana yang dijanjikan;

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa;

d. Hak untuk didengarkan pendapat dan keluhannya atas barang
dan/ atau jasa yang digunakan;

e. Hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen
secara patut;

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur
serta tidak diskriminatif;

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau
pengantian ,apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya

i. Hak — hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan
— undangan lainya.®’

Dalam hal ini di terangkan dalam huruf C disitu di jelaskan hak

atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengani kondisi dan jaminan
barang dan / atau jasa. Hak atas informasi ini sangat penting karena tidak

memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga

8 Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pasal 4
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merupakan salah satu bentuk cacat kerena informasi yang tidak memadai
yang di berikan oleh pelaku usaha. Hak atas informasi yang jelas dan
benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang
benar tentang barang dikarenakan konsumen dapat memilih barang sesuai
kebutuahan vyang diperlukan serta terhindar dalam kerugian akibat
kesalahan dalam pemilihan barang.®®

Dalam hal ini juga pelaku usaha pun seharusnya memberitahu

tentang barang yang meraka jual dengan memberikan informasi yang
mendetail atau memberitahu spesifikasi barang yang mereka jual apakah
itu ada masalah tentang barang maupun barang tersebut di dalam
komponennya diganti yang baru dalam hal ini pelaku usaha pun telah
dijelaskan dalam Undang-Undang perlindungan konsumen tentang
kewajiban konsumen memberitahu informasi barang kepada pembeli
barang maupun melayani konsumen dengan jujur dan benar.

Dalam hal ini seharusnya pelaku usaha harus dengan kewajiban

yang terdapat pada pasal 7 UUPK:

a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai
kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, serta memberikan
penjelasan penggunan, perbaikan dan pemeliharan;

c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan

jujur,serta tidak dikriminatif;

8 Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, h 23
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d. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/
atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu
barang dan / atau jasa yang berlaku;

e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan
/atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu, serta memberi
jaminan dan / atau garansi atas barang yang dibuat dan / atau
diperdagangkan;

f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau jasa penggantian
apabila barang dan / atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan
tidak sesuai dengan perjanjian®.

Dalam hal ini telah dijelakan pada huruf a,b,dan ¢ bahwasanya
pelaku usaha harus memenuhi iktikad baik dalam melakan Praktik jual beli
iktikad baik ini tidak dalam pelaku usaha saja yang mempunyai iktikad
baik tapi konsumen pun harus memiliki iktikad baik dalam melakukan
transaksi apa pun itu transaksinya dan pelaku usaha pun dalam menjual
barang harus memberi tau atau memberi informasi dengan benar dan jujur
kepada konsumen dalam hal ini juga di dalam huruf b, pelaku usaha juga
harus melayani konsumen dengan benar dan tidak ada diskriminasi dalam
melakukan praktik jual beli.

2. Analisi Praktik Jual Beli Barang Rekondisi Dalam Fikih Mumalah

Praktik jual beli yang ada di pasar combora ini ada beberapa orang
yang perna terjadi kecurangan pembeli disini merasa dirugikan ada

beberapa orang yang merasakan tertipu dengan barang yang meraka beli

% |_embaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 42, pasal 6
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dari beberapa penjual yang ada di pasar Comboran tersebut, pelaku usaha
menyembukan kekurang yang mereka jual disini penjual pun ada ketidak
jujuran dalam transaksi penjualan barang.

Adapula orang yang dari luar kota maupun dari masyarakat
menenga kebawa merasa rugi oleh penjual dikarena membeli harga yang
bisa di bilang mahal bagi orang yang menengah kebahwa tapi barang yang
di beli ada kerusakan yang terdapat di barangnya yang mereka beli,dalam
hal ini jual beli yang dilakuan oleh pelaku usaha dan konsumen yang
merasah dirugikan oleh pelaku usaha.

Disini peneliti berpendapat bawasanya pratik jual beli seharusnya
tidak ada unsur riba dalam al quran disini telah di jelaskan Al Bagarah

ayat 275:%

(;-éj/‘b/éﬂésﬁ/Q‘&esw‘w'éﬁ‘éﬁ“ylb};ﬁéyUjj\bj:@t;ﬁ’\j‘
D 4836 4 i ee bit (b G 355 oo A Ty b e 11 )18
O35 g b 1 sl Bl 386 1yl Jy 83385 Gl o

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan

% Departemen Agama RI, 4! Qur’an Terjemahan Per-kata,. H 47
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dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya
apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil
riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di
dalamnya.

Dalam hal ini telah dijelaskan bahwasanya pelaku usaha ini telah
diperbolehkan jual beli dan diharamkannya riba disini pelaku usaha yang
ada di pasar Comboan Kota Malang ini banyak yang mengambil
keuntungan dengan cara menghalalkan segalah cara guna mencari
keuntungan yang besar, dari hal ini telah Praktik jual beli yang ada di
pasar Comboran ini banyak mengdapatkan penghasilan dengan hasil riba
atau mendapat keuntungan dari hasil riba.

Tujuan jual beli untuk menghindari pertentang di antara manusia
atau orang yang melakukan jual beli, dalam menjaga kemaslahatan orang
yang sedang melakukan akad jual beli menghindari jual beli yang
mengandung unsur gharar (terdapat penipuan) dan mengandung unsur
merugikan kedua belah pihak atau dari kosumen yang membeli barang.*

Dalam hal ini konsumen merasa banyak kerugian membarang yang
di jual oleh pelaku usaha yang ada di pasar Comboran tersebut
dikarenakan banyak terjadi manupulasi dalam memberikan informasi
barang yang mereka jual dalam hal ini pratik jual beli yang ada di

Comboran terjadi kecuranan dalam barang yang di jual **

% Rachmat Syafe’i, .Fikih Mumamalah,. h,76
%2 \Wahbah az-Zuhaili, Fikih al-1slam wa Adillatuh.,1V 527
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Di dalam khiyar telah dijelaskan masalah harga maupu barang
bilamana terjadi penipuan barang yeng beralebiah disini telah di jelaskan
dalam khiyar Ghabn adalah khiyar akibat tertipu pada barang maupun
harga dengan berlebihan. Atau dengan kata lain, jika seseorang tertipu
dalam jual beli dengan penipuan yang berat, maka sesorang yang tertipu
dia diberi pilihan apakah akan melangsungkan transaksinya atau
membatalkannya akad dengan syarat tidak mengatahui informasi barang.

Penipuan yang merupakan yang jelas dilarang untuk dilakukan
oleh muslim, jika terjadi maka di bolekan dengan khiyar menerusakan atau
membatalkan akad. Para ulama menggolongkan praktik curang sebagai
keburukan sementara sebagai ulama lain menyatakan baru bisa dibilang
curang jika kualitas barang mencapi sepertiga nilai harga barang. Pendapat
yang membolehkan khiyar dalam semua praktik curang jual beli.*®

Katagorisasi tersebut perlu karena terkadang jual beli tersebut perlu
karena terkadang jual beli tersebut dapat dikatakan sah dengan hanya
menetukan adanya praktik curang atau tidak secara mutlak. Dan hanya
sedikit orang yang dapat memanfaatkan kecurangan dalam Praktik jual
beli, yang paling penting menurut beberapa pendapat kecuranga
ditentukan penilaian oleh adat kebiasaan yang berlaku. Segala praktik
yang dianggap curang oleh adat kebiasaan yang berlaku, maka ditetapkan
adanya khiyaar.

Dalam hal ini dikemukakan mazhab Ahmad dan Maliki dengan

dalil hadis Bukhari dan Muslim dari Umar, “Seseorang bernama Hiban bin

* Dimyauddin Zuhri Djuwaini, Pengantar Figh Muamalah, h 95
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Mungis, mengadu kepada Rasulullah bahwa ia telah di tipu dalam jual

beli. Rasullah bersabda,

Y B 5 A G G gy B Gl G 3 sty b Sagg 1)

“Jika kalian melakukan jual beli, maka katakan, * Tidak ada
tipuan” Ibnu Ishaq dalam sebuah riwayat dari Yunus bin Bakir dan Abdul
‘Ala menambahkan, “ Kemudian kami boleh melakukan Khiyaar pada
semua barang yang kau beli selama tiga malam, jika kamu senang,
ambillah, jika tidak kembalikan barang tersebut”®*

Dalam Praktik jual beli yang ada di pasar Comboran tersebut
termasuk dalam khiyar dikarenakan pelaku usaha dalam menjual barang
kepada konsumen tersebut melakukan Praktik jual beli barang rekondisi
yang curang dikarenakan kosumen disini banyak mengalami kerugian atau
mengalami penipuan barang yang di beli oleh konsumen tersebut barang
yang rusak.

Di dalam khiyar Ghabn disini konsumen bisa membatalkan akad
perjanjian atau bisa meneruskan perjanjian, dalam hal ini pun konsumen
yang ada di pasar Comboran tersebut boleh mengembalikan barang telah
meraka beli dengan mengunakan khiyar berang tersebut dikasi waktu

selama tiga malam jika konsumen suka barang tersebut konsumen

% Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah Terjemahan Imam Hasan al-Banna., h 163-164
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mengambil barangnya atau tidak terjadi kerusakan jika konsumen tidak
suka barang tesebut di kembalikan kepada pembelinya.

Jadi praktik jual beli yang ada di pasar Comboran disini dalam
mengguakan khiyar barang yang meraka beli terjadi kerusakan barang
tersebut boleh di kembalikan dengan jangka waktu tiga malam dan pelaku
usaha seharusnya dalam praktik jual beli harus tidak ada tipuan di dalam
jual beli karena hal ini telah di jelaskan oleh nabi dan harta dalam hal itu

termasuk barang yang riba.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
1. Pelaku usaha di pasar Comboran disini juga melangar perturan tentang
perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 6 dan 7 pelaku usaha
memiliki hak dan kewajiban dalam melakukan jual beli dalam kewajiban
pelaku usaha telah di jelaskan huruf a). Beriktikat baik dalam melakukan
kegiatan usahanya; dan b). Memberikan informasi yang benar, jelas dan
jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa, serta
memberikan penjelasan penggunan, perbaikan dan pemeliharan; dari
kedua poin tersebut seharunya pelaku usaha yang ada di pasar Comboran
harus memiliki kedua poin tersebut dan dalam hal ini konsemen yang
membeli barang ini mersa di rugi oleh pelaku usaha yang ada di pasar

Comboran karena dalam perlindungan konsumen seharusnya konsumen
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memiliki, hak konsumen yang diberikan oleh pelaku usaha yang ada di
pasar Comboran, seharusnya pelaku usaha yang ada di pasar Comboran
ini harus memiliki itikatbaik dan memberikan informasi yang jujur
kepada konsumen yang ingin membeli barang di lapak pelaku usaha.

Dalam hal ini juga dalam fikih mumalah Praktik jual beli yang ada di
pasar Comboran ini pelaku usaha dan konsumen ini di atur dalam khiyar
dalam hal ini pelaku usaha yang ada di pasar Comboran yang
memberikan informasi yang tidak jujur tersebut dalam khiyar ini diatur
dalam khiyar ghabn dalam jual beli yang seperti ini konsumen dalam hal
ini bisa menruskan akad yang terjadi maupun bisa juga membetalkan
akad dikarenakan konsumen disini ditipu oleh pelaku usaha. Kemudian
bilaman konsumen merasa dirugikan barang yang di beli dari pelaku
usaha tersebut boleh di kembalikan kepada pelaku usaha dalam hal ini

telah di jelaskan dalam khyar.

B. Saran

Seharusnya jual beli yang ada di Comborani harus lebih sesuai dengan

kenyatan barang yang di jual dan memberikan informasi yang jelas kepada

konsumen, supaya konsumen tidak merasa di rugikan ketika merka membeli

barang yang di beli oleh pelaku usha karena di dalm Islam telah dijelaskan

mengani jual beli. Adapun jual beli yang diperbolahkan oleh syara’ (Agam Islam)

itu ada 3 (tiga) macam : Pertama : Jual beli sesuatu yang dapat dilihat, ya’'ni

barangnya ada ditempat, maka jual beli yang semacam ini hukumnya boleh

(syah). Kedua : Menjual benda yang diberi sifat dalam suatu tanggungan. Penjualan

semacam ini dinamakan “pesanan” (salam), maka hukumnya boleh jika di dalamnya
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terdapat satu sifat yang ditetapkan dari beberapa sifat pesanan dan ini akan diterangkan
dalam pasal “ pesanan “ (salam).Ketiga : Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat
dilihat mata oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli), maka jual beli semacam ini
hukumnya tidak boleh. Adapun yang dikehendaki dengan pengertian ““ boleh “ (jawaz)

dalam tiga bentuk macam ini, yaitu * shah
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